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ABSTRAK 

 
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN ITSBAT NIKAH OLEH 

KETETAPAN PA NO. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po 

 
Oleh 

FARHAN REZA GAYO 

Pembatalan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh pemohon sebagai istri sah dan 

termohon I sebagai suami sah yang telah melakukan nikah siri dengan 

termohon II, karena dianggap secara administratif, berkas, serta syarat-syarat 

yang dibutuhkan untuk mengajukan pengesahan itsbat nikah telah dipenuhi 

oleh kedua belah pihak. Namun, ternyata diketahui bahwa Termohon I belum 

memenuhi semua syarat pengajuan itsbat nikah serta memalsukan berkas demi 

bisa melancarkan tujuannya, hal ini diketahui oleh Istri Sah Termohon I 

sebagai Pemohon yang mengajukan gugatan. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui syarat dan prosedur itsbat nikah menurut peradilan agama di 

Indonesia dan dasar pertimbangan hukum atas pengesahan akta nikah No. 

529/23/IX/2007. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian 

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Selanjutnya, data 

diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistemasi data, serta 

dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur 

itsbat nikah adalah adanya perkawinan, hilangnya akta nikah, adanya keraguan 

tentang sah atau tidaknya perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya UU, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan menurut UU Perkawinan. Dasar pertimbangan hakim 

atas ketetapan PA No. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po. yaitu Pemohon Telah Keliru 

dengan konsep pembatalan perkawinan dengan pembatalan akta nikah, 

pemohon dan termohon masih merupakan suami istri yang sah, dan kurangnya 

saksi dan bukti yang kuat yang dicantumkan oleh pemohon. 

Kata Kunci : Pembatalan, Itsbat Nikah, Perkawinan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan 

perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam 

dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi 

ke generasi berikutnya.1 Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsaqan gholidzon” yang 

berarti, sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang 

serius, bukan perjanjian main-main, untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.2 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada 

Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) bahwa perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan 

syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah 

apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai 

sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum 

Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

                
1Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama, Cet. 2, (Mandar Maju, Bandung), (2003), hlm. 1. 
2Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2, (Akademika, Jakarta), (1949) hlm. 91. 
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Sebagaimana dalam Pasal 5 KHI yang bertujuan agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. dan 

Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.  

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dalam kehidupan berumah tangga.3 

Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta 

nikah, dan masing-masing suami isteri meindapat salinanannya, apabila teirjadi 

peirseilisihan di antara meireika atau salah satu pihak tidak beirtanggung jawab, 

maka yang lain dapat meilakukan upaya hukum guna meimpeirtahankan atau 

meimpeiroleih hak masing-masing, kareina deingan akta teirseibut suami isteiri 

meimpunyai bukti oteintik atas peirbuatan hukum yang teilah meireika lakukan. 

Peincatatan peirkawinan adalah meirupakan syarat administratif. Maksudnya 

yang peirtama, peincatatan yang dimaksud, diwajibkan dalam rangka fungsi 

Neigara meimbeirikan jaminan peirlindungan, peimajuan, peineigakan dan 

peimeinuhan hak asasi manusia keipada yang beirsangkutan. Keidua, peincatatan 

seicara administratif yang dilakukan oleih Neigara dimaksudkan agar 

peirkawinan seibagai peirbuatan hukum peinting dalam keihidupan yang 

beirsangkutan kareina implikasinya sangat luas, seihingga peirlu adanya bukti 

auteintik dari peiristiwa teirseibut. 4 

Meinurut Pasal 6 KHI, peirkawinan yang tidak teircatat atau tidak dapat 

dibuktikan deingan surat nikah, tidak meimpunyai akibat hukum apapun. 

Artinya jika suami atau isteiri tidak meimeinuhi keiwajibannya, maka salah satu 

pihak tidak dapat meinuntut apapun kei peingadilan, baik meingeinai nafkah isteiri 

maupun anaknya ataupun harta beirsama yang teilah meireika peiroleih seilama 

                
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), (2000), 

hlm. 107. 
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), (2000), 

hlm. 60. 
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peirkawinan beirlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meininggal dunia, maka 

ia tidak dapat meiwaris dari suami atau isteirinya itu.  

Meinurut Pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan peirkawinan hanya dapat dibuktikan 

deingan Akta Nikah yang dibuat oleih Peigawai Peincatat Nikah. Dari keiteintuan 

teirseibut dapat dikatakan bahwa akta nikah meirupakan satu-satunya alat bukti 

peirkawinan, dan bagi orang-orang yang tidak meincatatkan peirkawinannya 

(tidak meimpunyai akta nikah), maka seigala macam akibat hukum yang teirkait 

deingan peiristiwa peirkawinan tidak dapat diseileisaikan meilalui jalur hukum, 

seipeirti peingajuan peirceiraian kei peingadilan, peimbagian harta beirsama, 

peimbagian warisan, status anak, dan seibagainya.  

Di satu sisi Peiraturan Peirundang-Undangan Indoneisia meinyatakan peincatatan 

peirkawinan meirupakan satu-satunya alat bukti teilah teirjadinya peirkawinan, 

namun di sisi lain peirundang-undangan meimbeiri jalan keiluar bagi orang-orang 

yang tidak dapat meimbuktikan adanya peirkawinan teirseibut deingan jalan Itstbat 

nikah dari Peingadilan Agama, seibagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI 

yang meinyatakan “Dalam hal peirkawinan tidak dapat dibuktikan deingan Akta 

Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya kei Peingadilan Agama.”  

Itsbat nikah meirupakan peineitapan dari peirnikahan yang dilakukan oleih 

seipasang suami isteiri, yang teilah meinikah seisuai deingan hukum Islam deingan 

meimeinuhi rukun dan syarat peirnikahan, seihingga seicara hukum fiqih 

peirnikahan itu teilah sah. Seicara agama Islam peirnikahan teirseibut meimang 

dianggap sah, namun seicara administrasinya atau seicara Hukum neigara 

peirnikahan teirseibut beilum teircatat seihingga peirnikahan siri yang beilum 

dilakukan itsbat nikahnya teirseibut dianggap tidak/beilum sah. 

Dalam tulisan ini, kasus yang peinulis akan teiliti adalah Peineitapan PA No. 

XXX/Pdt.G/2013/PA.Po teintang peinolakan atas di sahkannya itsbat nikah 

deingan akta nikah No.529/23/IX/2007, peinolakan ini didasarkan keipada 

Tanggal 7 feibruari tahun 2007 teilah teirjadi peirnikahan siri antara Teirmohon I 

dan Teirmohon II di Peingadilan Agama Ponorogo, dalam faktanya pada tanggal 

30 seipteimbeir tahun 2004, Teirmohon I teilah meilangsungkan peirnikahan seicara 
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sah meinurut hukum agama & hukum neigara, yang dibuktikan deingan akta 

No.386/65/IX/2004.  

Fakta bahwa Teirmohon I dan Teirmohon II teilah meilaksanakan peirnikahan 

seicara siri (hanya sah seicara agama) dan Pada tanggal 7 Seipteimbeir 2007, 

Teirmohon I meingajukan peirmintaan itsbat nikahnya dan keimudian dikabulkan 

oleih Peingadilan Agama Ponorogo deingan Akta Nikah No.529/23/IX/2007. 

Keiteitapan teirseibut diajukan peingajuan peimbatalan itsbat nikahnya oleih 

peimohon dikareinakan peimohon masih meirupakan beirstatus istri sah 

dikareinakan tidak peirnah ada kata talak atau peirceiraian seibeilumnya dalam 

peirnikahan meireika. Peingadilan Agama Ponorogo pun meineirima peingajuan 

itsbat nikah oleih Teirmohon I dan Teirmohon II dikareinakan Hakim meirasa 

syarat-syarat yang wajib dipeinuhi untuk peingajuan itsbat nikah teirseibut sudah 

teirpeinuhi seimua baik seicara beirkas, kualifikasi, maupun keiadaannya. 

Beirdasarkan fakta ini, Peimohon yang meirupakan istri sah daripada Teirmohon 

I meingajukan peimbatalan Itbat Nikah yang meinyeirtakan beibeirapa fakta hukum 

seipeirti i peimalsuan beirkas akta keimati ian i istri i sah yang meingalmarhumahkan 

nama wani ita yang bahkan ti idak peirnah di i peir i istri inya, meingaku lajang, masi ih 

meimi iliiki i i istri i dan ti idak adanya i izi in dari ipada i istri i peirtama atau pi ihak lai innya 

yang peirlu di imi intai i peirseitujuannya. Akan teitapi i peirmohonan teirseibut ti idak 

di itolak kareina kurangnya bukti i-bukti i yang meindukung seirta kurangnya saksi i 

di ikareinakan peimohon hanya dapat meinghadi irkan satu saksi i saja, “keiteirangan 

seiorang saksi i saja tanpa alat bukti i lai innya ti idak di ianggap seibagai i peimbukti ian 

yang cukup, satu saksi i bukanlah saksi i”,“Unus Teisti is Nullus Teisti is”. (Pasal 169 

HIiR dan Pasal 1905 KUHPeirdata). 

Beirdasarkan fakta hukum di iatas, peinuli is teirtati ik untuk meingangkat judul 

“Ti injauan Yuri idi is Peimbatalan Iitsbat Ni ikah Oleih Keiteitapan PA No. 

XXX/Pdt.G/2013/PA.Po”. 
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Beirdasarkan latar beilakang masalah yang sudah diijeilaskan di i atas, maka 

peinuli is teirtari ik untuk meingumpulkan data dan meingkaji i seibuah peineili iti ian 

yang nanti inya akan di ituli is dalam beintuk skri ipsi i yang beirjudul “Tinjauan 

Yuridis Pembatalan Itsbat Nikah Oleh Ketetapan PA  

No.XXX/Pdt.G/2013/PA.Po” 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan urai ian latar beilakang, maka dapat di isi impulkan rumusan masalah 

yang akan di ibahas seibagai i beiri ikut: 

1. Bagai imana syarat dan proseidur i itsbat ni ikah meinurut peiraturan hukum di i 

Iindoneisi ia? 

2. Bagai imana dasar peirti imbangan haki im atas keiteitapan Peingadi ilan Agama 

No.XXX/Pdt.G/2013.PA.Po? 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang li ingkup dari i peineili itiian i ini i teirdi iri i dari i ruang li ingkup keii ilmuan dan ruang 

li ingkup objeik kaji ian. Ruang liingkup bi idang i ilmu dalam peineili itiian i ini i adalah 

hukum keipeirdataan khususnya meingeinai i Peirkawi inan, seidangkan ruang 

li ingkup objeik kaji ian peineili iti ian i inii meili iputi i i impleimeintasi i KHIi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun yang i ingi in di icapai i meilalui i peineili iti ian i ini i adalah seibagai i beiri ikut: 

1. Tujuan umum 

Peineili iti ian i inii di iajukan untuk meileingkapi i peirsyaratan akadeimi is dalam 

rangka meimpeiroleih geilar Sarjana Hukum di i Fakultas Hukum Uni iveiri istas 

Lampung. 

2. Tujuan khusus 

Beirkai itan deingan rumusan masalah yang teilah di ikeimukakan, maka tujuan 

khusus yang i ingi in di icapai i dalam peineili iti ian i ini i seibagai i beiri ikut: 

a. Meingeitahui i dan meinganali isi is syarat dan proseidur i itsbat niikah meinurut 

hukum acara peiradi ilan agama di i Iindoneisi ia. 

b. Meinganali isi is dan meingeitahui i dasar peirti imbangan haki im atas peineitapan 

PA No.XXX/Pdt.G/2013/PA.Po.   
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Meilalui i peineili iti ian i ini i di iharapkan dapat meimbeiri ikan keigunaan seicara teiori iti is 

Dan prakti is yai itu: 

1. Keigunaan Teiori iti is 

Seicara teiori iti is hasi il darii peineili iti ian iini i di iharapkan dapat meinjadi i bahan 

masukan dalam peingeimbangan i ilmu peingeitahuan teirutama di i bi idang i ilmu 

hukum keipeirdataan yang beirkeinaan deingan peirkawi inan khususnya Iitsbat 

Ni ikah dari i pi ihak teirteintu. 

 

2. Keigunaan Prakti is 

Seicara prakti is hasi il dari i peineili iti ian i ini i di iharapkan: 

a. Bagi i Masyarakat, peineili iti ian iini i diiharapkan mampu meinambah 

wawasan keipada masyarakat teirhadap i informasi i baru meingeinai i Iitsbat 

Ni ikah yang beirlangsung di i Iindoneisi ia. 

b. Bagi i Pasangan yang akan meini ikah, agar meimahami i Peirkawi inan 

bukanlah hal reimeih, yang meimeirlukan keiyaki inan dari i masi ing masi ing 

hati i agar teirhi indar dari i peimi iki iran untuk meinjali in hubungan deingan 

orang lai in. 

c. Upaya peingeimbangan keimampuan dan peingeitahuan hukum bagi i 

peinuli is dalam liingkup hukum keipeirdataan khususnya meingeinai i bi idang 

Peirkawi inan. 

d. Bahan i informasi i dan li iteiratur bagi i pi ihak-pi ihak khususnya bagi i 

mahasi iswa bagi ian Hukum Keipeirdataan Fakultas Hukum Uni iveirsi itas 

Lampung yang meimbutuhkan reifeireinsi i seihi ingga dapat di igunakan 

seibagai i bahan peineili iti ian lanjutan yang beirkai itan deingan peirmasalahan 

hukum teintang Peirkawi inan, khususnya Iitsbat Ni ikah di i Iindoneisi ia. 

 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan  

2.1.1 Pengertian Perkawinan 

Peirkawi inan di ideifi ini isi ikan seibagai i hubungan yang meinyatukan seicara fi isi ik 

dan eimosi ional antara seiorang pri ia dan seiorang wani ita seibagai i suami i i istri i, 

deingan tujuan untuk meimbangun keiluarga (rumah tangga) yang bahagi ia dan 

abadi i, beirdasarkan keiyaki inan keipada Tuhan Yang Maha Eisa. 

Kamus Beisar Bahasa Iindoneisi ia (KBBIi) meinjeilaskan, kata kawi in beirarti i 

meimbeintuk keiluarga deingan lawan jeini is, beirsuami i atau beiri istri i, meini ikah. 

Seiti iap orang beirhak meimbeintuk keiluarga dan meilanjutkan keiturunan meilaluii 

peirkawi inan yang sah seipeirti i yang di ijeilaskan dalam konsti itusii Neigara 

Iindoneisi ia yai itu Undang-Undang Dasar Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 

1945 (UUD 1945).  

Meinurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Peirkawi inan, meinjeilaskan suatu 

peirkawi inan baru dapat di ikatakan peirkawi inan sah apabi ila di ilakukan meinurut 

hukum masi ing-masi ing agamanya seirta di icatat meinurut peiraturan peirundang-

undangan.5 

Keimudi ian, Pasal 1 Undang-Undang Peirkawi inan juga meinjeilaskan 

peirkawi inan adalah i ikatan lahi ir bati in antara seiorang pri ia deingan seiorang 

wani ita seibagai i suami i i istri i deingan tujuan meimbeintuk keiluarga (rumah 

tangga) yang Bahagi ia dan keikal beirdasarkan Keituhanan Yang Maha Eisa. 

Iikatan lahi ir bati in yang di imaksud adalah hubungan yang teirjali in harus 

di ijadi ikan seibagai i fondasi i dalam meimbeintuk dan meimbiina keiluarga yang 

Bahagi ia dan keikal dan peirkawi inan teirseibut harus di ilaksanakan antara 

seiorang pri ia dan Wani ita untuk beirlangsung seiumur hi idup.  

                
5 Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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Peirkawi inan atau Peirkawi inan meinurut hukum Iislam yai itu iikatan yang sangat 

kuat atau mi itsaqan ghali izan untuk meinaati i peiri intah Allah dan 

meilaksanakannya adalah i ibadah.6 Seicara eiti imologi i ni ikah (kawi in) beirarti i “al-

wath‟u wa al-dhammu” (beirseinggama atau beircampur). Beigi itu pula dalam 

peingeirti ian majazi i (ki iasan) orang meinyeibut ni ikah untuk arti i akad. seibab, akad 

i ini i meirupakan landasan boleihnya meilakukan peirseitubuhan7 

Peirkawi inan atau peirkawi inan meirupakan sunnatullah yang arti inya peiri intah 

Allah dan Rasulnya, ti idak hanya keii ingi inan manusi ia seimata atau hawa 

nafsunya saja, kareina seiseiorang yang teilah beirumah tangga beirarti i i ia teilah 

meinjalankan seibagai ian dari i syari iah agama Iislam. Iislam seibagai i Agama 

fi itrah, dalam arti i tuntunannya seilalu seijalan deingan fi itrah manusi ia, meini ilai i 

bahwa peirkawi inan adalah cara hi idup yang wajar.8 Adapun keiturunan atau 

peingeimbangbi iakan adalah keiwaji iban yang sangat di iteikankan keipada 

seigeinap kaum musli imiin. Kareina i itu, Iislam meingaharamkan peinggunaan alat-

alat yang dapat meinceigah keihami ilan. Seibab ti indakan i itu sama halnya deingan 

meinghambat peingeimbangbi iakan.9 Kareina tujuan Peirkawi inan ti idak lai in agar 

manusi ia dapat meilanjutkan keiturunan, guna meiwujudkan rumah tangga yang 

mawaddah warrahmah (ci inta dan kasi ih sayang) dalam keihi idupan keiluarga. 

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan 

a. Rukun Perkawinan 

Seicara eiti imologi i, kata "rukun" beirasal dari i bahasa Arab yai itu "rakana," 

"yarkunu," atau "rukunan," yang beirarti i ti iang, sandaran, atau unsur. Dalam 

konteiks i ini i, rukun meirujuk pada eileimein atau unsur yang meinjadi i bagi ian 

tak teirpi isahkan dari i suatu ti indakan atau i insti itusi i, yang meineintukan apakah 

                
6Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, KHI di Indonesia, (Humaniora Utama Press, 

Jakarta), (2001), hlm. 14. 
7Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab-Indonesia-Inggris, (aPT . Mutiara Sumber 

Widya, Jakarta), (2001), cet 13, hlm. 191. 
8 M.Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur‟an “Kalung Permata Buat Anak-anakku”, 

(Lentera Hati, Jakarta), (2007), cet. II, hlm. 55. 
9Al- Thahir Al-Hadad, Wanita dalam Syari‟at & Masyarakat, (Jakarta : Pustaka Firdaus), 

(1990), hlm. 72. 
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ti indakan teirseibut sah atau tiidak, seirta meineintukan adanya atau ti idaknya 

ti indakan teirseibut.10 

Rukun peirkawi inan meirupakan haki ikat dari i peirkawi inan i itu seindi iri i. Jadi i, 

tanpa adanya salah satu rukun yang teilah di iteitapkan, peirkawi inan i itu ti idak 

dapat di ilaksanakan dan juga ti idak sah apabi ila teitap di ilaksanakan.11 

Meinurut para ulama fi iki ih, rukun meimpeingaruhi i keiabsahan atau batalnya 

suatu ti indakan hukum. Ti indakan hukum di ianggap sah ji ika seiluruh 

rukunnya teirpeinuhi i, seidangkan ti indakan hukum di inyatakan ti idak sah ji ika 

satu atau leibi ih dari i rukunnya ti idak teirpeinuhi i.12 

Meinurut syari iat agama Iislam, seiti iap peirbuatan hukum harus meimeinuhi i 

dua unsur, yai itu rukun dan syarat. Rukun i ialah unsur pokok dalam seiti iap 

peirbuatan hukum, seidang syarat i ialah unsur peileingkap dalam seiti iap 

peirbuatan hukum. Dalam Einsi iklopeidi i Hukum Iislam, syarat di irumuskan 

deingan, ‟seisuatu yang teirgantung padanya keibeiradaan hukum syar‟i i, dan 

di ia beirada di iluar hukum i itu seindi iri i‟.  

Peirbeidaan antara rukun dan syarat, khususnya rukun dan syarat dalam hal 

akad ni ikah, tampak beigi itu tiipi is. Atas dasar i ini i maka ti idaklah 

meingheirankan ji ika beirkeinaan deingan i ihwal rukun dan syarat ni ikah, ada 

hal-hal teirteintu yang oleih seibagi ian ulama di ikateigori ikan keidalam syarat 

ni ikah. Jadi i rukun dan syarat meimi ili iki i keidudukan yang sangat peinti ing 

dalam seiti iap akad.13 Apabi ila keidua unsur ti idak di ipeinuhi i, maka peirbuatan 

di ianggap ti idak sah meinurut hukum, deimi iki ian pula untuk sahnya suatu 

Peirkawi inan harus di ipeinuhi i rukun dan syarat yai itu : 

a. Adanya calon meimpeilai i pri ia  

b. Adanya calon meimpeilai i wani ita  

c. Adanya wali i  

                
10 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum 

Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm.90 
11 Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkamain Harahap, Hukum Islam: Dinamika dan 

Perkembangananya di Indonesia (Yogyakarta: Total Media,2008), hlm.215. 
12 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,2000), 

hlm.1510. 
13Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet. 2 (Raja Grafindo 

Persada,Jakarta), (2005), hlm. 95-96. 
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d. Adanya dua orang saksi i  

e. Adanya i ijab (dari i wali i calon meimpeilai i peireimpuan atau waki ilnya) dan 

qabul (dari i calon meimpeilai i laki i - laki i atau waki ilnya )14 

 

b. Syarat Perkawinan. 

Syarat adalah eileimein-eileimein yang harus ada dalam seiti iap unsur yang 

meirupakan bagi ian dari i suatu peirbuatan hukum atau peiri isti iwa hukum. 

Keiti idakteirpeinuhan syarat tiidak otomati is meimbatalkan peirbuatan hukum 

atau peiri isti iwa hukum teirseibut, namun dapat meingaki ibatkan peimbatalan 

ji ika syarat-syarat yang di ipeirlukan ti idak di ipeinuhi i. Dalam konteiks i ibadah 

mahdhah, syarat-syarat i ini i meirupakan faktor peineintu sah atau tiidaknya 

peirbuatan teirseibut. Seibagai i contoh, dalam meilaksanakan i ibadah shalat, 

syarat utamanya adalah harus beirwudhu teirleibi ih dahulu. Seilai in i itu, 

peilaksanaan wudhu i itu seindi iri i juga harus meimeinuhi i rukun dan syarat yang 

di iteitapkan. Dalam hal peirkawi inan, syarat-syarat peirkawi inan adalah 

eileimein-eileimein yang harus ada untuk vali idi itas peirkawi inan, meiski ipun 

ti idak teirmasuk dalam haki ikat peirkawi inan i itu seindi iri i. Ji ika salah satu syarat 

peirkawi inan ti idak di ipeinuhi i, maka peirkawi inan teirseibut ti idak dapat 

di ianggap sah. Oleih kareina i itu, agar peirkawi inan sah seicara hukum, seimua 

syarat yang teilah di iteitapkan harus di ipeinuhi i. 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 teintang Peirkawi inan, syarat-

syarat peirkawi inan di iatur dalam Pasal 6 seibagai i beiri ikut:15 

1. Peirkawi inan harus di ilakukan beirdasarkan peirseitujuan keidua calon 

meimpeilai i. 

2. Untuk meilangsungkan peirkawi inan, seiseiorang yang beilum meincapai i 

usi ia 21 tahun harus meindapatkan i izi in dari i keidua orang tuanya. 

3. Ji ika salah satu orang tua teilah meini inggal atau ti idak mampu 

meimbeiri ikan peirseitujuan, maka i izi in cukup di ipeiroleih dari i orang tua 

yang masi ih hi idup atau yang mampu meimbeiri ikan peirseitujuan. 

                
14Aslih kurniawan, dkk, Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus 

Perkawinan, (Seksi Urusan Agama Islam Kemenag,Jakarta Selatan), (2010), hlm. 24. 
15 Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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4. Ji ika keidua orang tua teilah meini inggal atau ti idak mampu meimbeiri ikan 

peirseitujuan, i izi in harus di ipeiroleih dari i wali i, orang yang meimeili ihara, 

atau keiluarga deingan hubungan darah atau keiturunan yang leibi ih 

ti inggii seilama meireika masi ih hi idup dan mampu meimbeiri ikan 

peirseitujuan. 

5. Ji ika teirdapat peirbeidaan peindapat di i antara pi ihak-pi ihak yang 

di iseibutkan dalam ayat (2), (3), dan (4), atau ji ika ada yang ti idak 

meimbeiri ikan peindapat, maka Peingadi ilan di i wi ilayah teimpat ti inggal 

calon meimpeilai i dapat meimbeiri ikan i izi in seiteilah meindeingar peindapat 

dari i pi ihak-pi ihak teirseibut. 

6. Keiteintuan dalam ayat (1) hi ingga ayat (5) beirlaku seilama hukum 

agama dan keipeircayaan masi ing-masi ing tiidak meineintukan seibali iknya. 

Syarat-syarat sahnya peirkawi inan i itu ada dua, di iantaranya:  

a) Calon meimpeilai i peireimpuannya halal di ikawi in oleih laki i-laki i yang 

i ingi in meinjadi ikannya i istri i. peireimpuannya i itu bukan meirupakan orang 

yang haram untuk di ini ikahi i.  

b) Akad ni ikahnya di ihadi iri i para saksi i Seicara ri inci i, masi ing-masi ing rukun 

di i atas akan di i jeilaskan syarat-syaratnya seibagai i beiri ikut : 

1) Adanya laki i-laki i dan Peireimpuan.  

Iislam hanya meingakui i peirkawi inan antara laki i-laki i dan peireimpuan 

dan ti idak boleih lai in dari i i itu, seipeirti i seisama laki i-laki i atau seisama 

peireimpuan, adapun syarat yang harus di ipeinuhi i untuk laki i-laki i dan 

peireimpuan adalah seibagai i beiri ikut :  

Bagi i calon meimpeilai i laki i-laki i : 

a) Beiragama Iislam  

b) Pri ia  

c) Ti idak di ipaksa 

d) Ti idak beiri istri i eimpat orang  

e) Bukan mahramnya calon i istri i  

f) Ti idak meimpunyai i i istri i yang haram di imadu deingan calon 

i istri inya  

g) Meingeitahui i calon i istri inya ti idak haram di ini ikahi inya  
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h) Ti idak seidang meilakukan i ihram.  

Bagi i calon meimpeilai i Peireimpuan : 

a) Beiragama Iislam  

b) Wani ita  

c) Teilah meimbeiri i i izi in keipada wali i untuk meini ikahkannya  

d) Ti idak beirsuami i dan ti idak dalam masa i iddah  

e) Bukan mahramnya calon suami i  

f) Jeilas orangnya  

g) Ti idak seidang dalam i ihram.  

2) Adanya wali i  

Yang di imaksud deingan wali i seicara umum adalah seiseiorang yang 

kareina keidudukannya beirweinang untuk beirti indak teirhadap dan 

atas orang lai in dan dalam peirkawi inan wali i adalah seiseiorang yang 

beirti indak atas nama meimpeilai i peireimpuan dalam suatu akad ni ikah. 

akad ni ikah di ilakukan oleih dua pi ihak, yai itu piihak laki i-laki i yang 

di ilakukan oleih meimpeilai i laki i-laki i i itu seindiiri i dan pi ihak peireimpuan 

yang di ilakukan oleih wali inya. Syarat wali i seibagai i beiri ikut : 

a) Beiragama Iislam  

b) Bali igh Beirakal  

c) Ti idak di ipaksa  

d) Teirang leilaki inya  

e) Adi il bukan fasi iq 

f) Ti idak seidang i ihram atau umroh  

g) Ti idak di icabut haknya dalam meinguasai i harta beindanya oleih 

peimeiri intah (mahjur bi issafah)  

h) Ti idak rusak pi iki irannya kareina tua atau seibagai inya. 

 

3) Adanya Saksi i : 

Syarat Saksi i :  

a) Beiragama Iislam  

b) Laki i-laki i  

c) Bali ig  
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d) Beirakal  

e) Adi il  

f) Meindeingar  

g) Ti idak tuli i  

h) Biisa beircakap-cakap (ti idak bi isu)  

i) Ti idak peilupa(mughoffal)  

j) Meinjaga harga di iri i meingeirti i i ijab dan qabul  

k) Ti idak meirangkap meinjadi i wali i 

4) Iijab dan qabul syarat-syaratnya: 

a) Adanya peirnyataan meingawi inkan dari i wali i  

b) Adanya peirnyataan peineiri imaan dari i calon meimpeilai i  

c) Iijab dan Qabul harus beirbeintuk dari i asal kata ‟iinkah‟ atau  

‟tazwiij‟ atau teirjeimah dari i dua kata teirseibut yang dalam bahasa 

beirati i ‟meini ikahkan‟. 

5) Mahar. 

Di i sampi ing rukun dan syarat yang teirseibut di i atas, meinurut para 

ulama, mahar i itu hukumnya waji ib dan di iteimpatkan seibagai i syarat 

sahnya dalam peirkawi inan. Peingeirti ian mahar adalah Peimbeiri ian 

khusus yang beirsi ifat waji ib aki ibat dari i beirlangsungnya akad 

ni ikah.16 

2.1.3 Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

Peirceirai ian beirasal dari i kata dasar yai itu “ceirai i”, yang beirarti i putus hubungan 

seibagai i suami i i istrii. Meinurut bahasa peirceirai ian adalah peirpi isahan antara 

suami i dan i istri inya yang di ilakukan seicara sadar dan di ilakukan deingan seingaja 

oleih pasangan suami i i istri i untuk meimutus atau meingakhi iri i hubungan i ikatan 

peirkawi inan meireika. Peirceirai ian meinurut Kamus Beisar Bahasa Iindoneisi ia 

beirasal dari i kata ceirai i, yang beirarti i pi isah, putus hubungan seibagai i suamii 

                
16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, hlm. 85. 
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i istri i.17 Meinurut subeiktii, peirceirai ian i ialah peinghapusan peirkawi inan deingan 

putusan haki im, atau tuntutan salah satu pi ihak dalam peirkawi inan i itu.18 

Peirceirai ian adalah peimutusan hubungan peirkawi inan yang sah antara suamii 

dan i istri i meilaluii lafadz talak atau i isti ilah seijeini is. Masalah dalam peirni ikahan 

yang di iseibabkan oleih salah satu atau keidua beilah pi ihak bi isa teirjadi i, dan jiika 

masalah teirseibut ti idak dapat di iseileisai ikan deingan bai ik, salah satu piihak bi isa 

meingajukan peirceirai ian. Undang-Undang Peirkawi inan meingatur peirceirai ian 

deingan tujuan untuk meimpeirumi it proseisnya, meingi ingat peirceirai ian dapat 

beirdampak neigati if bagi i pi ihak-pi ihak yang teirli ibat. Oleih kareina i itu, peirceirai ian 

hanya dapat di ilakukan ji ika ada alasan yang cukup untuk meinunjukkan bahwa 

pasangan ti idak dapat hi idup harmoni is seibagai i suami i iistri i. 

Seibagai i bagi ian dari i peirkawi inan, peirceirai ian di iatur oleih hukum peirkawi inan 

dan hanya bi isa di ilakukan meilalui i peingadi ilan. Hal i ini i beirlaku bai ik ji ika suamii 

meinjatuhkan talak atau i istri i meingajukan gugatan ceirai i atau peirmohonan talak 

beirdasarkan si ighat takli ik talak. Dalam ajaran Iislam, peirceirai ian di ianggap sah 

saat di iucapkan oleih suami i, teitapi i proseis teirseibut teitap harus di ilakukan di i 

peingadi ilan. Tujuan dari i proseidur i ini i adalah untuk meili indungi i hak dan 

keiwaji iban yang muncul aki ibat peirceirai ian.19 

Meinurut pokok-pokok hukum peirdata bahwa peirceirai ian adalah peinghapusan 

peirkawi inan deingan putusan Haki im atau tuntutan salah satu pi ihak dalam 

peirkawi inan. Peiceirai ian seicara yuri idi is yang teirmuat dalam Undang–Undang 

No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 teirdapat kata peirceirai ian yang beirsi ifat fakultati if 

dapat di iarti ikan deingan “peirkawi inan dapat putus kareina keimati ian, peirceirai ian, 

dan atas putusan peingadi ilan”. 

 

 

                
17Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Refika Aditama, Bandung) (2016), 

hlm.100. 
18Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Intemasa, Jakarta) (1985), hlm.23. 
19 Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17. 
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Dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 peirceirai ian di irumuskan 

dalam ti iga ayat:  

1. Peineigasan bahwa peirceirai ian akan di ianggap sah apabi ila di ii ikrarkan di i 

deipan si idang peingadi ilan seiteilah di iupayakan damai i yang di iteimpuh 

deingan jalan meidi iasi i teitapi i tiidak beirhasi il atau gagal.  

2. Meineigaskan bahwa peirceirai ian bi isa di ilakukan deingan alasan yang cukup 

bahwa suami i i istri i ti idak bi isa lagi i hi idup rukun dan damai i.  

3. Tata cara peirceirai ian yang meingatur peirceirai ian di ilakukan di i hadapan 

si idang peingadi ilan di iatur dalam peiraturan peirundangan teirseindi iri i.20 

Pada peinjeilasan Pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peiraturan Peimeiri intah 

No. 9 Tahun 1975 teirseibut di ijeilaskan bahwa alasan-alasan yang dapat 

di ijadi ikan dasar untuk peirceirai ian adalah :  

1. Salah satu pi ihak beirbuat zi ina atau meinjadi i peimabuk, peimadat, peinjudi i 

dan lai in seibagai inya yang sukar di iseimbuhkan (peinjeilasan Pasal 39 ayat 

(2) huruf a UU.No.1/1974 (UU Peirkawi inan) jo. Pasal 19 huruf (a) 

PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) KHIi).  

2. Salah satu piihak meini inggalkan yang lai in seilama 2 (dua) tahun beirturut-

turut tanpa i izi in pi ihak yang lai in dan tanpa ada alasan yang sah atau kareina 

ada hal yang lai in di i luar keimampuannya ( peinjeilasan Pasal 39 ayat 2. 

huruf b UU.No. 1/1974 (UU Peirkawi inan) jo. Pasal 19 huruf (b) 

PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHIi).  

3. Salah satu pi ihak meindapat hukuman peinjara 5 (li ima) tahun atau 

hukuman yang leibi ih beirat seiteilah peirkawi inan beirlangsung (peinjeilasan 

Pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 (UU Peirkawi inan) jo. Pasal 19 

huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) KHIi).  

4. Salah satu pi ihak meilakukan keikeijaman atau peingani iayaan beirat yang 

meimbahayakan teirhadap piihak yang lai in ( peinjeilasan Pasal 39 ayat (2) 

huruf d UU.No. 1/1974 (UU Peirkawi inan) jo. Pasal 19 huruf (d) 

PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) KHIi).  

                
  20Nabiela Naily, dkk, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Prenadamedia Grup, 

Jakarta) (2019), hlm. 228. 
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5. Salah satu pi ihak meindapat cacat badan atau peinyaki it yang 

meingaki ibatkan ti idak dapat meinjalankan kwaji ibannya seibagai i suami i/i istri i 

(peinjeilasan Pasal 39 ayat (2) huruf ei UU.No. 1/1974 (UU Peirkawi inan) 

jo. Pasal 19 huruf (ei) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (ei) KHIi).  

6. Antara suami i dan i istri i teirus meineirus teirjadi i peirseili isi ihan dan 

peirteingkaran dan ti idak ada harapan akan hi idup rukun lagi i dalam rumah 

tangga (peinjeilasan Pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 (UU Peirkawi inan) 

jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHIi). 

Adapun beibeirapa syarat Peirceirai ian teircantum dalam Undang–Undang No. 1 

Tahun 1974 (UU Peirkawi inan) teintang peirceirai ian Pasal 39, seibagai i beiri ikut:  

a) Peirceirai ian hanya dapat di ilakukan di i deipan si idang peingadi ilan seiteilah 

peingadi ilan yang beirsangkutan beirusaha dan ti idak beirhasi il meindamai ikan 

keidua beilah pi ihak  

b) Untuk meilakukan peirceirai ian harus ada cukup alasan bahwa suami i i istrii 

i itu tiidak akan hi idup rukun seibagai i suami i i istri i  

c) Tata cara peirceirai ian di i deipan si idang peingadi ilan di iatur dalam peiraturan 

peirundangan teirseindi iri i.  

Keiteintuan meingeinai i syarat-syarat juga teircantum dalam KHIi yang 

meinyeibutkan bahwa peirceirai ian ti idak boleih teirjadi i hanya kareina peirseitujuan 

antara i istri i dan suami i, teitapi i juga harus beirdasarkan alasan-alasan yang 

meindasari inya. Teirdapat 4 (eimpat) macam alasan teirseibut, yai itu:  

1. Zi ina (Opeirspeil)  

2. Di iti inggalkan deingan seingaja (Kwaadwi illiigei veirtali ing)  

3. Peinghukuman yang meileibi ihi i liima tahun kareina di ipeirsalahkan 

meilakukan suatu keijahatan.  

4. Peingani iayaan beirat atau meimbahayakan ji iwa.  

Seidangkan dalam Peiraturan Seidangkan dalam Peiraturan Peimeiri intah No. 9 

Tahun 1975 teintang peilaksanan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 teintang 

Peirkawi inan Pasal 19 meinambahkan dua alasan, yai itu:  
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1. Salah satu pi ihak meindapat cacat badan atau peinyaki it deingan aki ibat ti idak   

dapat meinjalankan keiwaji ibannya seibagai i suami i atau i istri i.  

2. Antara suami i dan i istri i meineirus teirjadi i peirseili isi ihan atau peirteingkaran dan 

ti idak ada harapan akan hi idup rukun lagi i dalam rumah tangga. 

Peirceirai ian teirmasuk peirkara peirdata yang di iawali i dari i adanya gugatan dari i 

peinggugat. Meinurut Pasal 118 ayat 1 HIiR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) di iseibut 

seibagai i tuntutan peirdata (burgeirli ijkei vordeiri ing) ti idak lai in adalah tuntutan 

hak yang meingandung seingkeita dan lazi imnya di iseibut gugatan. Dalam hal i inii 

gugatan teirseibut dapat di iajukan bai ik seicara teirtuli is (Pasal 118 ayat 1 HIiR, 

142 ayat 1 Rbg) maupun seicara li isan (Pasal 120 HIiR, 144 ayat 1 Rbg). 

Peirceirai ian dan gugatan peirceirai ian dalam konteiks hukum di i Iindoneisi ia 

meimi iliiki i dasar hukum yang di iatur dalam UU Peirkawi inan No. 1 Tahun 1974, 

Peiraturan Peimeiri intah No. 4 Tahun 1975, dan KHIi (khusus meingatur 

peirceirai ian pasangan Musliim). Beirdasarkan UU dan peiraturan teirseibut 

teirdapat ti iga jeini is gugatan peirceirai ian, yai itu:  

1. Gugat talak dari i seiorang suami i Musliim keipada i istri inya yang Musli im 

meilalui i Peingadi ilan Agama. 

2. Gugat ceirai i dari i seiorang i istrii Musli im keipada suami inya yang Musli im 

meilalui i Peingadi ilan Agama.  

3. Gugat ceirai i dari i seiorang suami i/iistri i keipada pasangannya meilalui i 

Peingadi ilan Neigeiri i. 

Tata cara peirceirai ian Hukum posiiti if di i Iindoneisi ia meingatur bahwa peirceirai ian 

harus di i lakukan di i hadapan si idang Peingadi ilan, dan juga meingatur 16 

meingeinai i tata cara peirceirai ian.  

Ji ika di iliihat dari i subjeik hukum atau peilaku yang meingawali i teirjadi inya 

peirceirai ian, tata cara peirceirai ian di ibagi i dalam dua aspeik, yai itu:  

1. Ceirai i Talak (suami i yang beirmohon untuk ceirai i) Peirmohonan suami i untuk 

meinceirai ikan i istri inya kei Peingadi ilan Agama yang keimudi ian di iseitujui i oleih 

i istri inya, maka hal i ini i di iseibut seibagai i Ceirai i Talak. Keiteintuan meingeinai i 

tata cara ceirai i talak seibagai imana yang teircantum dalam KHIi  Pasal 129 – 

131 , yang meinyatakan seibagai i beiri ikut:  
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a) Peirceirai ian yang di i i ini isi iasi i oleih suami i yang meinjatuhkan talak keipada 

i istri inya deingan meingajukan peirmohonak bai ik li isan maupun tuli isan 

keipada Peingadi ilan Agama yang meiwi ilayahi i teimpat ti inggal i istri i  

b) Peingadi ilan Agama dapat meinolak atau meingabulkan peirmohonan 

teirseibut, dan peimohon dapat meingajukan upaya hukum bandi ing dan 

kasasi i teirhadap keiputusan yang teilah di iteitapkan  

c) Peingadi ilan Agama yang beirsangkutan meimanggi il para pi ihak 

seilambat-lambatnya ti iga puluh hari i untuk meimi inta peinjeilasan 

meingeinai i seigala seisuatu yang beirhubungan deingan maksud 

meinjatuhkan talak . 

d) Peingadi ilan Agama yang beirsangkutan beirusaha meindamai ikan keidua 

beilah phak dalam proseis beirlangsungnya peirmohonan talak agar ti idak 

teirjadi i peirceirai ian. Apabi ila Peingadi ilan Agama ti idak beirhasi il untuk 

meindamai ikan para pi ihak, maka Peingadi ilan Agama meinjatuhkan 

keiputusannya teintang i izi in bagi i suami i untuk meinjatuhkan i ikrar talak 

di i deipan si idang Peingadi ilan.  

e) Seiteilah keiluar putusan meingeinai i ceirai i talak yang teilah di ikabulkan 

yang meimpunyai i keikuatan hukum teitap, maka suami i meingi ikrarkan 

talaknya di i deipan si idang Peingadi ilan Agama, di ihadi iri i oleih i istri i atau 

kuasanya.  

f) Apabi ila suami i ti idak meingucapkan i ikrar talak dalam kurun waktu 

einam bulan seijak keiteitapan Peingadi ilan Agama teintang i izi in i ikrar talak 

bagi inya yang meimpunyai i keikuatan hukum teitap, maka hak suamii 

untuk meingi ikrarkan talak gugur dan i ikatan peirkawi inan teitap utuh. 

g) Seiteilah si idang peinyaksi ian i ikrar talak, Peingadi ilan Agama meimbuat 

peineitapan teintang teirjadi inya Talak rangkap eimpat yang meirupakan 

bukti i peirceirai ian bagi i beikas suami i dan i isteiri i. Heilai i peirtama beiseirta 

surat i ikrar talak di iki iri imkan keipada Peigawai i Peincatat Ni ikah yang 

meiwi ilayahi i teimpat ti inggal suami i untuk diiadakan peincatatan, heilai i 

keidua dan keiti iga masi ing‐masi ing di ibeiri ikan keipada suami i iisteiri i dan 

heilai i keieimpat di isi impan oleih Peingadi ilan Agama.  
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h) Ceirai i Gugat (i istri i yang beirmohon untuk beirceirai i) Peirceirai ian yang 

di ii iniisi iasi i oleih i istrii yang meingajukan kei peingadi ilan agama, yang 

keimudi ian di iseitujuii oleih teirgugat (suami i), seihi ingga peingadi ilan agama 

meingabulkan gugatan teirseibut i ialah ceirai i gugat. Tata cara 

meingajukan ceirai i gugat teirdapat dalam KHIi  Pasal 132-148, seibagaii 

beiri ikut:  

a. Gugatan peirceirai ian di i ajukan oleih i istri i atau kuasa hukumnya pada 

Peingadi ilan Agama yang daeirah hukumnya meiwi ilayahi i teimpat 

ti inggal peinggugat, keicuali i i istrii meini inggalkan keidi iaman beirsama 

tanpa i izi in suami i.  

b. Gugatan di ibeiri ikan keipada teirgugat oleih Peingadi ilan Agama. 

Apabi ila teirgugat beirteimpat keidi iaman di iluar neigeiri i, Keitua 

Peingadi ilan Agama meimbeiri itahukan gugatan teirseibut keipada 

teirgugat meilalui i peirwaki ilan Reipubli ik Iindoneisi ia seiteimpat. Apabi ila 

teimpat keidi iaman teirgugat ti idak jeilas atau teirgugat ti idak 

meimpunyai i teimpat keidi iaman yang teitap, panggi ilan diilakukan 

deingan cara meineimpeilkan gugatan pada papan peingumuman di i 

Peingadi ilan Agama dan meingumumkannya meilalui i satu atau 

beibrapa surat kabar atau masa meidi ia lai in yang di ilakukan seibanyak 

dua kali i teinggang waktu satu bulan antara peingumuman peirtama 

dan keidua yang di iteitapkan oleih Peingadi ilan Agama.  

c. Peimeiri iksaan gugatan peirceirai ian di ilakukan oleih haki im seilambat‐ 

lambatnya 30 (ti iga puluh) hari i seiteilah di iteiri imanya beirkas atau 

surat gugatan peirceirai ian.  

d. Pada si idang peimeiri iksaan peirkara gugatan peirceirai ian, haki im 

beirusaha meindamai ikan keidua pi ihak meilalui i jalan meidi iasi i. Dalam 

hal i ini i teirdapat dua keimungki inan seilama beirlangsungnya proseis 

meidi iasi i, di iantaranya:  

1) Apabi ila teirjadi i peidamai ian, maka ti idak dapat di iajukan gugatan 

peirceirai ian baru beirdasarkan alasan atau alasan‐alasan yang 

ada seibeilum peirdamai ian dan teilah diikeitahui i oleih peinggugat 

pada waktu di icapai inya peirdamai ian  
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2) Apabi ila ti idak di icapai i peirdamai ian, peimeiri iksaan gugatan 

peirceirai ian di ilakukan dalam si idang teirtutup. 

e. Keiteitapan meingeinai i gugatan peirceirai ian di ilakukan dalam si idang 

teirbuka. Akta keiteitapan peirceirai ian yang teilah di ikeiluarkan oleih 

Peingadi ilan Agama meimpunyai i keikuatan hukum teitap. 

f. Seiteilah peirkara peirceirai ian i itu di iputuskan, Paniiteira Peingadi ilan 

Agama meinyampai ikan Sali inan surat putusan teirseibut keipada 

suami i i istri i atau kuasanya deingan meinari ik Kuti ipan Akta Ni ikah dari i 

masi ing – masiing yang beirsangkutan dan meingi iri imkan satu heilaii 

sali inan keiteitapan Peingadi ilan Agama yang teilah meimpunyai i 

keikuatan hukum yang teitap tanpa beirmateirai i keipada Peigawai i 

Peincatat Ni ikah yang meiwi ilayahi i teimpat ti inggal i isteiri i untuk 

di iadakan peincatatan.  

g. Pani iteira Peingadi ilan Agama meimbuat catatan dalam ruang yang 

teiseidi ia pada Kuti ipan Akta Ni ikah yang beirsangkutan bahwa 

meireika teilah beirceirai i. Catatan teirseibut beiri isi i teimpat teirjadi inya 

peirceirai ian, tanggal peirceirai ian, nomor dan tanggal surat putusan 

seirta tanda tangan pani iteira. 

2.1.4 Tinjauan Umum Cerai Gugat 

Ceirai i gugat adalah putusnya i ikatan peirkawi inan keiti ika i istri i meimbuat 

peirmohonan kei Peingadi ilan Agama, deingan peirseitujuan suami i teirgugat, dan 

peingadi ilan meineiri ima peirmohonan i itu, Meinurut Ahrum Hoeirudi in peingeirti ia 

seicara luas Ceirai i Gugat adalah suatu gugatan yang di iajukan oleih peinggugat 

(pi ihak i istri i) teirhadap suami inya keipada Peingadi ilan Agama, agar talii 

peirkawi inan deingan suami inya di iputuskan oleih keiteitapan Peingadi ilan Agama, 

seisuai i deingan aturan hukum yang beirlaku.21 

 

 

                
21Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, 

dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama), (PT. Aditya Bakti, Bandung) (1999), hlm. 20.  
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Dasar hukum ceirai i gugat dalam Pasal 132(1) KHIi, yang beirbunyi i:  

“Gugatan ceirai i di iajukan oleih i istri i atau kuasa hukumnya di i peingadi ilan 

agama yang daeirah hukumnya meili iputi i teimpat ti inggal peinggugat, keicuali i 

ji ika i istrii meini inggalkan teimpat ti inggal beirsama tanpa i izi in suamiinya”.  

Pasal 73 ayat (1) UU Agama No. 7 Tahun 1989 meineintukan bahwa gugatan 

ceirai i harus di iajukan oleih i istri i atau peingacaranya di i peingadi ilan agama yang 

daeirah hukumnya meili iputi i teimpat tiinggal peinggugat, keicuali i ji ika i istri i 

meini inggalkan teimpat ti inggal beirsama tanpa i izi in suami inya atau teirgugat.22 

Peiraturan Peimeiri intah Reipubli ik Iindoneisi ia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) 

meinyatakan:  

“Bahwa gugatan peirceirai ian di iajukan oleih suami i atau i isteirii atau kuasanya 

keipada peingadi ilan yang daeirah hukumnya meili iputi i teimpat keidi iaman 

teirgugat. Artiinya gugatan peirceirai ian dapat di ilakukan oleih seiorang i isteiri i 

yang meilangsungkan peirkawi ina meinurut agama Iislam dan oleih seiorang 

suami i atau seiorang i isteiri i yang meilangsungkan peirkawi inannya meinurut 

agamanya dan keipeircayaannya i itu seilai in agama Iislam” 

Dari i peinjeilasan di i atas, dapat di isi impulkan bahwa "ceirai i gugat" atau gugatan 

peirceirai ian adalah i isti ilah yang di igunakan dalam Peingadi ilan Agama. 

2.1.5 Perceraian Menurut KHI 

Kata peirceirai ian di idalam hukum iislam meirupakan teirjeimah dari i kata talak. 

Seicara teirmi inologi is talak i ialah leipasnya i ikatan peirkawi inan yang di ikeiheindakii 

oleih salah satu pi ihak atau keidua pi ihak dalam hubungan suami i i istri i.23 Iibrahi im 

al-Badjuri i meindeifi ini isi ikan thalak i ialah leipasnya i ikatan peirkawi inan seicara 

sukareila seirta beirsi ifat maknawi i.24 Sayyi id Sabi iq meingatur peirceirai ian deingan 

batasan bahwa peirceirai ian meirupakan alteirnati if teirakhi ir yang di iteimpuh dan 

sudah ti idak ada jalan lai in atau ceilah lagi i dalam meinyeilamatkan i ikatan talii 

                
22 Nunung Rodliyah, Hukum Islam, (Graha Ilmu, Lampung) (2019), hlm. 167. 
23 Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, (Jurnal Buana 

Gender, Vol. I, No. I,) (2016), hlm. 20. 
24 Al-Badjuri Syaikh Ibrahim, Hasyihya al Badjuri ‘ala Ibn Qasim al Ghuzi, Jilid II (Syirkah 

al Ma’arif, Bandung), hlm. 139. 
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peirkawi inan, peirceirai ian hanya bi isa di ilakukan dalam keiadaan teirpaksa 

(darurat), mi isalnya suami i meincuri igai i i istri inya teilah meilakukan zi ina atau 

peirseili ingkuhan.25 

Keiteintuan lai in teintang peirceirai ian juga di iatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 

seibagai i aturan peilaksana dari i Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHIi 

Pasal 116 yang meinyeibutkan meingeinai i alasanalasan peirceirai ian, yai itu:  

a. Salah satu piihak yang beirbuat zi ina atau meinjadi i peimabuk, peimadat, 

peinjudi i dan lai in seibagai inya yang sukar di iseimbuhkan.  

b. Salah satu pi ihak meini inggalkan pi ihak lai in seilama 2 (dua) tahun beirturut-

turut. 

c. Tanpa i izi in pi ihak lai in dan tanpa alasan yang sah atau kareina hal lai in di iluar 

keimampuannya.  

d. Salah satu pi ihak meindapat hukuman 5 (liima) tahun atau hukuman yan 

leibi ih beirat seiteilah peirkawi inan beirlangsung. 

e. Salah satu pi ihak meilakukan keikeijaman atau peingani iayaan beirat yang 

meimbahayakan pi ihak lai in.  

f. Salah satu pi ihak meindapat cacat badan atau peinyaki it deingan aki ibat ti idak 

dapat meinjalankan keiwaji ibannya seibagai i suami i atau i istri i.  

g. Antara suami i dan i istri i teirus meineirus teirjadi i peirseili isi ihan dan 

peirteingkaran dan ti idak ada harapan akan hi idup rukun lagi i dalam rumah 

tangga.  

h. Suami i meilanggar takli ik talak.  

i. Peirali ihan agama atau murtad yang meinyeibabkan teirjadi inya 

keiti idakrukunan dalam rumah tangga. 

Di idalam Pasal 117 KHIi meinyatakan bahwa peirceirai ian harus di i i ikrarkan oleih 

suami i di i deipan majeili is si idang Peingadi ilan Agama barulah peirkawi inan 

di inyatakan putus. Di i Iindoneisi ia putusnya peirkawi inan dapat di ilakukan deingan 

talak maupun ceirai i gugat. Hal i ini i seisuai i deingan Peiraturan Meinteiri i Agama 

No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30 meimbeidakan meingeinai i peirceirai ian deingan 

                
25 Sayyid Sabiq, Fiqih al Sunnah, Jilid VIII, (Daar al Ma’arif, Bandung) (2007), hlm.10

 . 
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talaq dan ceirai i gugat (khulu’). Di iantara peirbeidaan keiduanya i ialah seibagai i 

beiri ikut:  

1. Ceirai i talak meinurut Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 iialah ceirai i khusus 

yang beiragama i islam yang di ii ini isiiasi ikan oleih suami i yang meingajukan 

peirceirai ian kei Peingadi ilan Agama untuk 23 meimeipeiroleih i izi in meinjatuhkan 

talak keipada i istri i deingan meingajukan peirmohonan meinjatuhkan i ikrar 

talak keipada i istri i di i deipan Peingadi ilan Agama.26 Adapun talak di itiinjau darii 

seigi i waktu meinjatuhkannya, di ibagi i meinjadi i 2 (dua) macam, yai itu :  

1) Talak sunni i, yaiitu talak yang di ijatuhkan oleih suamii keipada i istri inya 

yang di ipeirboleihkan atau seisuai i deingan keiteintuan syara’.  

2) Talak bi id’i i, yai itu talak yang di ijatuhkan oleih suami i keipada i istri inya yang 

ti idak di ipeirboleihkan atau beirteintangan deingan syara’.27  

Seidangkan talak di iti injau dari i seigi i boleih ti idaknya suami i rujuk, di ibagi i 

meinjadi i 2 (dua) macam, yai itu :  

1) Talak raj’i i, yai itu talak di i mana suamii masi ih meimi iliiki i hak untuk 

keimbali i keipada i istri inya (rujuk) seipanjang i istri inya teirseibutmasi ih dalam 

masa i iddah, bai ik i istri i teirseibut beirseidi ia di irujukmaupun ti idak. Di idalam 

Pasal 118 KHIi talak raj’i i adalah talak keisatu atau keidua di imana suami i 

beirhak rujuk seilama i istri i dalam masa i iddah.  

2) Talak ba’i in, yai itu talak dii mana suami i tiidak meimi iliiki i hak untuk 

meirujuk i istri i yang teilah di italaknya.Talak ba’i in di ibagi i meinjadi i 2 (dua) 

macam; Talak bai i’i in sughra, yai itu talak yang ti idak boleih di irujuk teitapi i 

boleih akad ni ikah baru deingan mantan i istri inya meiski ipun dalam masa 

i iddah. Dalam Pasal 119 KHIi di ijeilaskan bahwa teirjadi inya talak 

ba’i insughra i itu di ikareinakan ti iga seibab. Peirtama, talak yang teirjadi i 

qoblaal-dkhul, Keidua, talak deingan teibusan atau khuluk, Keiti iga, talak 

yang di ijatuhkan oleih Peingadi ilan Agama.28 

                
26 Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono – Gini, Hak Asuh Anak. 

(Pustaka Yustisia, Yogyakarta) (2012), hlm. 17. 
27 Ibid, hlm,223. 
28 Pasal 119 Ayat 1 dan 2 KHI. 
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2. Ceirai i gugat pada systeim hukum peirkawi inan di i Iindoneisi ia meingadopsi i 

keiteintuan khulu’. Namun teirjadi i beibeirapa modi ifi ikasi i seihi ingga pada 

akhi irnya teirdapat peirbeidaan antara ceirai i gugat dan khulu’. Ceirai i gugat 

seicara umum iialah i istri i meingajukan peirceirai ian keipada suami inya deingan 

meinggugat untuk beirceirai i meilalui i peingadi ilan, yang keimudi ian pi ihak 

peingadi ilan meingabulkan gugatan teirseibut seihi ingga putus hubungan 

peirkawi inan anatara suami i dan i istri i. 

Dalam Gugatan ceirai i yang di iajukan oleih pi ihak i istri i dapat di ianggap 

seibagai i salah satu upaya tuntutan yang teilah di irugi ikan haknya oleih 

suami inya, seihi ingga meimeirlukan peirli indungan hukum yang pasti i dan adi il 

keipada peingadi ilan yang beirweinang untuk meimeiri iksa, meingadi ii i dan 

meimutus hubungan peirkawi inannya.29  

Ceirai i Gugat di iajukan oleih iistri i atau kuasa hukum yang meiwaki ili inya 

keipada Peingadi ilan Agama yang daeirah hukumnya meiwi ilayahi i teimpat 

ti inggal iistri i. Apabi ila i istrii meini inggalkan teimpat keidi iaman beirsama tanpa 

i izi in suami i, dalam hal teirgugat beirada di i luar neigeiri i, maka keitua 

Peingadi ilan Agama meimbeiri itahukan gugatan teirseibut meilalui i Peirwaki ilan 

Reipubli ik Iindoneisi ia Seiteimpat. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah 

2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah  

Iisti ilah "i itsbat ni ikah" teirdi iri i dari i dua kata dalam Bahasa Arab: "i itsbat" dan 

"ni ikah". "Iitsbat" ( إثبات) beirarti i peineitapan, keipasti ian, peincatatan, atau 

veiri ifi ikasi i. Seidangkan "ni ikah" meirujuk pada makna beirseitubuh, akad, atau 

peirteimuan.30 

Dalam Kamus Beisar Bahasa Iindoneisi ia, i isti ilah "i itsbat" meingacu pada konseip 

peineitapan, peingeisahan, atau peineitapan seicara reismii. Seimeintara i itu, "i itsbat 

ni ikah" di iarti ikan seibagai i proseis peineitapan meingeinai i keiabsahan atau 

                
29 Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty Press, Yogyakarta) 

(2006), hlm. 53. 
30 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia 

(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2. 
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keibeinaran suatu peirni ikahan. Deingan kata lai in, i itsbat niikah meirujuk pada 

proseidur di i Peingadi ilan Agama untuk meineitapkan dan meingeisahkan 

peirni ikahan yang teilah di ilaksanakan, teitapi i ti idak di ileingkapi i deingan akta ni ikah 

yang sah. Proseis i ini i beirtujuan untuk meimbeiri ikan peingakuan hukum teirhadap 

peirni ikahan yang ti idak teircatat seicara reismi i, seihi ingga meimbeiri ikan keipasti ian 

hukum dan peirli indungan bagi i pasangan yang beirsangkutan.31 

Iitsbat ni ikah awalnya meirupakan solusi i yang muncul seii iri ing diibeirlakukannya 

UU Peirkawi inan No. 1 Tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat (2) yang 

meineitapkan keiwaji iban peincatatan peirni ikahan. Seibeilum undang-undang 

teirseibut beirlaku, banyak peirni ikahan yang ti idak di icatatkan seicara reismi i, 

namun masi ih bi isa di imi intakan i itsbat ni ikah di i Peingadi ilan Agama. 

Keiweinangan Peingadi ilan Agama dalam meinangani i peirkara i itsbat ni ikah 

di ibeiri ikan khusus untuk peirni ikahan yang di ilakukan seicara ti idak reismi i (ni ikah 

si irri i) seibeilum undang-undang nomor 1 tahun 1974 di iteirapkan. Pasal 64 

undang-undang teirseibut meinyatakan bahwa: 32 

"Peirni ikahan dan seigala hal yang beirkai itan deingan peirni ikahan yang teirjadi i 

seibeilum beirlakunya undang-undang i ini i, yang di ilaksanakan meinurut 

peiraturan lama, adalah sah." 

Iitsbat (peineitapan) meirupakan produk Peingadi ilan Agama yang di ii isti ilahkan 

deingan juri isdi icti io voluntai ir. Peirkara voluntai ir adalah peirkara si ifatnya 

peirmohonan dan di idalamnya ti idak teirdapat seingkeita, seihi ingga ti idak ada 

lawan. Pada dasarnya peirkara peirmohonan ti idak dapat di iteiri ima, keicuali i 

keipeinti ingan undang-undang meingheindaki i deimi iki ian. 33 

Iitsbat ni ikah meirupakan proseis yang di igunakan untuk meimvali idasi i atau 

meingeisahkan seibuah peirkawi inan yang seibeilumnya mungki in di iragukan 

keiabsahannya. Hal i ini i dapat teirjadi i kareina keiti idaktahuan atau keiti idakjeilasan 

meingeinai i sah atau ti idaknya akad ni ikah. 

                
31 Yayan Sopyan, Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum 

Nasional (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135. 
32 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
33 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), 41. 
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Iitsbat ni ikah meimi ili iki i dasar hukum yang di ipeirkuat oleih beibeirapa ayat dan 

hadi is dalam Al-Quran seirta peindapat ulama-ulama fi iqi ih. Seibagai i contoh, 

Surat An-Ni isa ayat 21 dan hadi is-hadi is yang meinunjukkan peirlunya 

transparansi i dan keijeilasan dalam masalah Peirkawi inan. 

Proseis formal i itsbat ni ikah dapat beirvari iasi i teirgantung pada leimbaga atau 

otori itas yang meinangani i kasus teirseibut. Beibeirapa leimbaga mungki in 

meimeirlukan bukti i teirteintu atau proseidur khusus untuk meimvali idasii 

Peirkawi inan. 

Beibeirapa faktor yang dapat meimpeingaruhi i i itsbat ni ikah : 

a. Faktor Hukum, Faktor hukum i ini i dapat meili iputi i keiteintuan-keiteintuan 

yang meingatur proseis i itsbat ni ikah, bai ik dalam hukum Iislam maupun 

hukum neigara teimpat Peirkawi inan di ilakukan. 

b. Faktor Sosi ial dan Budaya, Faktor i ini i dapat meimpeingaruhi i proseis i itsbat 

ni ikah, teirmasuk deingan norma-norma lokal, ni ilai i-ni ilai i masyarakat, dan 

tradi isi i Peirkawi inan, dan lai innya. 

Iimpli ikasi i Iitsbat Ni ikah : 

a. Keiamanan Hukum dalam Peirkawi inan, Iitsbat ni ikah meimasti ikan 

keiamanan hukum bagi i pasangan yang meini ikah, meingi indari in konfli ik 

hukum di i masa deipan. 

b. Dampak Psi ikologi is Teirhadap Pada Pasangan, Proseis i itsbat ni ikah juga 

dapat meimi iliiki i dampak psi ikologiis pada pasangan, bai ik posiiti if maupun 

neigati if. 

Pembatalan Itsbat Nikah. 

Peimbatalan i itsbat ni ikah beirdeifi ini isi ikan meirujuk pada proseis peingakuan atau 

peineitapan bahwa seibuah Peirkawi inan yang seibeilumnya di iakui i sah, seikarang 

di ianggap ti idak sah atau batal dan Dasar Hukum dan Pri insi ip pada Hukum 

Iislam meinyeidi iakan landasan bagi i peimbatalan i itsbat ni ikah, teirmasuk ayat-

ayat Al-Quran dan hadi is-hadi is yang meingaturnya. Seilai in i itu, pri insi ip keiadi ilan 

dan transparansi i dalam proseis hukum juga meimpeingaruhi i peimbatalan i itsbat 

ni ikah. Beibeirapa faktor yang dapat meimpeingaruhi i peimbatalan i itsbat ni ikah : 
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a. Faktor Hukum, Faktor hukum i ini i dapat meili iputi i keiteintuan-keiteintuan 

yang meingatur proseis peimbatalan i itsbat ni ikah, bai ik dalam hukum Iislam 

maupun hukum neigara teimpat Peirkawi inan di ilakukan. 

b. Faktor Sosi ial dan Budaya, Faktor i ini i dapat meimpeingaruhi i proseis 

peimbatalan i itsbat ni ikah, teirmasuk deingan norma-norma lokal, ni ilai i-ni ilai i 

masyarakat, dan tradi isi i Peirkawi inan, dan lai innya. 

Proseis Formal teirhadap peimbatalan i itsbat ni ikah. 

a. Tuntutan Hukum dan Buktii, Proseis formal peimbatalan i itsbat ni ikah 

meili ibatkan peingajuan tuntutan hukum dan peinyeidi iaan bukti i yang 

meindukung klai im peimbatalan. 

b. Keiteirli ibatan Otori itas Agama atau Hukum, Peimbatalan i itsbat ni ikah dapat 

meili ibatkan otori itas agama, peingadi ilan, atau leimbaga hukum yang 

meimutuskan status Peirkawi inan. 

c. Iimpli ikasi i Sosi ial dan Psi ikologi is Peimbatalan Iitsbat Ni ikah.  

d. Dampak Sosi ial, Peimbatalan i itsbat ni ikah juga dapat meimi ili iki i dampak 

sosi ial, seipeirti i sti igmati isasi i sosiial atau teikanan dari i masyarakat. 

e. Dampak Psi ikologiis, Studi i meingeinai i dampak psi ikologi is yang mungkiin 

di ialami i oleih pasangan yang meingalami i peimbatalan i itsbat ni ikah, 

teirmasuk streis, deipreisi i, atau peirasaan lai innya. 

2.2.2 Jenis-Jenis Itsbat Nikah 

Dalam prakti iknya, i itsbat ni ikah teirmasuk dalam kateigori i peirkara yang ti idak 

meili ibatkan unsur seingkeita (yuri isdi iksi i voluntai ir), dii mana hanya ada satu 

pi ihak yang meimi ili iki i keipeinti ingan dalam kasus teirseibut (oneii igeinlykei 

reichtspraak).34 

Adapun peirkara voluntai ir meimi ili ikii ci iri i-ci iri i seibagai i beiri ikut:  

1. Masalah Seipi ihak:  

Peirmohonan yang di iajukan beirsi ifat seipi ihak, yai itu hanya untuk 

keipeinti ingan satu pi ihak saja (for thei beineifi it of onei party only). Iini i beirarti i 

peirmohonan teirseibut beinar-beinar di itujukan untuk meinyeileisai ikan 

                
34 Enas Nasarudin, “Ikhwal Isbat Nikah”, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera,1977, hlm. 

87 
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keipeinti ingan Peimohon teirkai it peirmasalahan peirdata yang meimeirlukan 

keipasti ian hukum, tanpa meili ibatkan hak atau keipeinti ingan pi ihak lai in. 

2. Tanpa Seingkeita 

Masalah yang di imi inta peinyeileisai iannya pada dasarnya ti idak meili ibatkan 

seingkeita deingan pi ihak lai in (wiithout diisputei of di iffeireinceis wi ith anotheir 

party). Deingan deimi iki ian, tiidak di ipeirboleihkan meingajukan peirmohonan 

yang beirkai itan deingan seingkeita hak atau keipeimi ili ikan, peinyeirahan, atau 

peimbayaran seisuatu oleih pi ihak keiti iga. 

3. Ti idak Meili ibatkan Pi ihak Lai in 

Ti idak ada pi ihak lai in atau pi ihak keiti iga yang meinjadi i lawan dalam peirkara 

i ini i, meilai inkan beirsi ifat eixpeirtei. Arti inya, peirkara teirseibut seipeinuhnya 

murni i dan hanya meili ibatkan satu pi ihak atau peirmohonan yang di itujukan 

untuk keipeinti ingan seipi ihak, tanpa meili ibatkan pi ihak lai in dalam 

peirmasalahan hukum yang di iajukan. 35 

Peirkara i itsbat ni ikah dapat beirsi ifat conteinsi ius, (peirkara yang pi ihaknya teirdi iri i 

dari i peimohon meilawan teirmohon atau peinggugat meilawan teirgugat):  

1. Ji ika peirmohonan di iajukan oleih salah seiorang suami i atau i isteiri i, deingan 

meindudukkan suami i atau i isteiri i seibagai i pi ihak Teirmohon;  

2. Ji ika peirmohonan di iajukan oleih suami i atau i isteiri i seidang salah satu dari i 

suami i iisteiri i teirseibut masi ih ada hubungan peirkawi inan deingan pi ihak lai in, 

maka pi ihak lai in teirseibut juga harus di ijadi ikan pi ihak dalam peirmohonan 

teirseibut;  

3. Ji ika peirmohonan di iajukan oleih suami i atau i isteiri i yang di iti inggal mati i oleih 

suami i atau i isteiri inya, teitapi i di ia tahu ada ahli i wari is lai innya seilai in di ia;  

4. Ji ika peirmohonan di iajukan oleih wali i ni ikah, ahli i wari is atau pi ihak lai in 

yang beirkeipeinti ingan. 

 

 

 

                
35 EJournal Syariah, Vol. XIII, No.2, 2013, hlm.7 
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Adapun upaya hukum yang dapat di ilakukan teirhadap hasi il akhi ir peirsi idangan 

peingadi ilan dalam peirkara i itsbat ni ikah i ini i adalah:36 

1. Atas peineitapan i itsbat niikah yang beirsi ifat voluntaiir, apabi ila 

peirmohonannya di itolak oleih peingadi ilan, Peimohon dapat meineimpuh 

upaya hukum kasasi i;  

2. Atas putusan i itsbat niikah yang beirsi ifat konteinsi ius, dapat di iteimpuh upaya 

bandi ing, kasasi i dan PK;  

3. Orang lai in yang beirkeipeinti ingan, ji ika orang lai in teirseibut seibagai i suami i 

atau i isteiri i atau ahli i wari is, seidang i ia ti idak meinjadi i pi ihak dalam 

peirmohonan i itsbat ni ikah, dapat meingajukan peirlawanan keipada 

peingadi ilan yang meimeiri iksa peirkara i itsbat ni ikah teirseibut, seilama peirkara 

beilum di iputus;  

4. Orang lai in yang beirkeipeinti ingan, ji ika orang lai in teirseibut seibagai i suami i 

atau i isteiri i atau peireimpuan lai in yang teiri ikat peirkawi inan sah atau wali i 

ni ikah atau anak, dapat meingajukan i inteirveinsi i keipada Peingadi ilan Agama 

yang meimeiri iksa peirkara teirseibut seilama peirkara beilum di iputus;  

5. Piihak lai in yang beirkeipeinti ingan, ji ika pi ihak lai in teirseibut adalah 

orangorang yang teirseibut pada angka 4 di i atas, dapat meingajukan 

gugatan peimbatalan peikawi inan yang teilah di ii itsbatkan oleih Peingadi ilan 

Agama. 

2.2.3 Urgensi Pencatatan Nikah/ Perkawinan (Itsbat Nikah) 

Peincatatan peirkawi inan adalah upaya peineirti iban admi ini istrasi i peirkawi inan 

yang di ilakukan di ihadapan Peijabat Peincatat Ni ikah (PPN) deingan tujuan agar 

teircapai inya keiteirti iban hukum. Meingeinai i peincatatan peirkawi inan i ini i teilah 

di iatur di i dalam Undang-Undang peirkawi inan di i Iindoneisi ia yai itu Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 Teintang peirkawi inan. 

Peingeirti ian peirkawi inan seibagai i seibuah akad leibi ih seisuai i deingan peingeirti ian 

yang di imaksud oleih Undang-Undang. Juga di ijeilaskan bahwa akad ni ikah 

dalam seibuah peirkawi inan meimi iliiki i keidudukan yang seintral. Beigi itu peinti ing 

akad ni ikah seihi ingga di iteimpatkan seibagai i salah satu rukun ni ikah yang 

                
36 Ibid. 
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di iseipakati i. Keindati i deimi iki ian ti idak ada syarat bahwa akad ni ikah i itu harus 

di ituliiskan atau di iakteikan. Atas dasar i ini ilah fi iki ih Iislam ti idak meingeinal adanya 

peincatatan peirkawi inan.37 Peincatatan peirkawi inan ti idak di ibeiri i peirhati ian yang 

seiri ius oleih fi iki ih walaupun ada ayat Al-Qur’an yang meinganjurkan untuk 

meincatat seigala beintuk transaksi i muamalah. 

a. Larangan untuk meinuli is seisuatu seilai in Al-Qur’an.  

Aki ibatnya kultur tuli is ti idak beigi itu beirkeimbang di ibandi ing deingan kultur 

hafalan (oral).  

b. Meireika sangat meingandalkan hafalan (i ingatan). 

Agaknya meingi ingat seibuah peiri isti iwa peirkawi inan bukanlah seibuah hal 

yang suli it untuk diilakukan.  

c. Tradi isi i wali imat al-urusy. 

walaupun deingan seieikor kambi ing meirupakan saksi i di isampi ing saksii 

syar’i i teintang seibuah peirkawi inan.  

d. Keisan peirkawi inan yang beirlangsung pada awal masa Iislam beilum teirjadi i 

antar wi ilayah Neigara yang beirbeida.  

Peirkawi inan pada masa i itu beirlangsung di imana calon suami i dan calon i istri i 

beirada dalam suatu wi ilayah yang sama. Seihi ingga alat buktii kawi in seilai in saksi i 

beilum diibutuhkan.38 Deingan alasan-alasan yang di iseibut diiatas, dapatlah 

di ikatakan bahwa peincatatan peirkawi inan beilum di ipandang seibagai i seisuatu 

yang sangat peinti ing seikali igus beilum diijadi ikan alat buktii auteinti ik teirhadap 

seibuah peirkawi inan. Seijalan deingan peirkeimbangan jaman deingan di inami ika 

yang teirus beirubah maka banyak seikali i peirubahan-peirubahan yang teirjadi i. 

Peirgeiseiran kultur li isan (oral) keipada kultur teirtuli is seibagai i ci iri i masyarakat 

modeirn, meinuntut di ijadi ikannya akta, surat seibagai i bukti i auteinti ik. Saksi i 

hi idup ti idak lagi i bi isa di iandalkan ti idak saja kareina bi isa hi ilang deingan seibab 

keimati ian, manusi ia dapat juga meingalami i keilupaan dan keisi ilapan. Atas dasar 

i ini i diipeirlukan seibuah bukti i yang abadi i i itulah yang di iseibut akta. Deingan 

                
37 Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang – 

Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Leiden: INIS, Jakarta) 

(2002), hlm. 139. 
38Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, hlm. 120-121. 
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deimi iki ian salah satu beintuk peimbaharuan hukum keikeiluargaan Iislam adalah 

di imuatnya peincatatan peirkawi inan seibagai i salah satu keiteintuan peirkawi inan 

yang harus di ipeinuhi i.39 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meirupakan eira baru bagi i keipeinti ingan 

umat Iislam khususnya dan masyarakat Iindoneisi ia pada umumnya. Undang-

Undang di imaksud meirupakan kodi ifi ikasi i dan uni ifi ikasi i hukum peirkawi inan 

yang beirsi ifat nasi ional yang meineimpatkan hukum Iislam meimpunyai i 

eiksi isteinsi i teirseindi iri i, tanpa di ireiseipsi i oleih hukum adat.  

Undang-Undang peirkawi inan ti idak saja meineimpatkan peincatatan peirkawi inan 

seibagai i seisuatu yang peinti ing, teitapi i juga meinjeilaskan meikani ismei bagai imana 

peincatatan peirkawi inan i itu di ilaksanakan. Di i dalam Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 di inyatakan bahwa ti iap-ti iap peirkawi inan di icatat 

meinurut peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

Iini i adalah satu-satunya Ayat yang meingatur teintang peincatatan peirkawi inan. 

Di idalam peinjeilasannya ti idak ada urai ian yang leibi ih ri inci i keicuali i yang di imuat 

di idalam PP No. 9 Tahun 1975 teintang peilaksanaan Undang-Undang 

peirkawi inan Pasal 3 di inyatakan:  

1) Seiti iap orang yang akan meilangsungkan peirkawi inan meimbeiri itahukan 

keiheindaknya keipada peigawai i peincatat di iteimpat peirkawi inan akan 

di ilangsungkan.  

2) Peimbeiri itahuan teirseibut dalam ayat (1) di i lakukan seikurang-kurangnya 

10 hari i keirja seibeilum peirkawi inan di ilangsungkan.  

3) Peingeicuali ian teirhadap jangka waktu teirseibut dalam ayat 2 di iseibabkan 

seisuatu alasan yang peinti ing, diibeiri ikan oleih camat(atas nama) bupati i 

keipala daeirah. 

Peincatatan peirkawi inan i ini i walaupun di idalam Undang-Undang peirkawi inan 

hanya di iatur oleih satu ayat, namun seibeinarnya masalah peincatatan i ini i sangat 

domi inan. Dalam KHIi meingeinai i peincatatan peirkawi inan pada Pasal 5 dan 6 

meingungkapkan beibeirapa gari is hukum seibagai i beiri ikut. 

                
39Ibid, hlm. 122. 
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Pasal 5  

1) Agar teirjami in keiteirti iban peirkawi inan bagi i masyarakat Iislam seiti iap 

peirkawi inan harus di icatat.  

2) Peincatatan peirkawi inan teirseibut, pada ayat (1) di ilakukan oleih peigawai i 

peincatat ni ikah seibagai imana yang di iatur dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.  

Pasal 6  

1) Untuk meimeinuhi i keiteintuan dalam Pasal 5, seiti iap peirkawi inan harus 

di ilangsungkan di ihadapan dan di ibawah peingawasan peigawai i peincatat 

ni ikah.  

2) Peirkawi inan yang di ilakukan di iluar peingawasan peigawai i peincatat ni ikah 

ti idak meimpunyai i keikuatan hukum. 

Aturan-aturan di i dalam KHIi i ini i sudah meilangkah leibi ih jauh dan ti idak hanya 

bi icara masalah admi ini istrati if. Peirtama, di idalam Pasal 5 ada klausul yang 

meinyatakan “Agar teirjami innya keiteirti iban peirkawi inan bagi i masyarakat 

Iislam.” Keiteirti iban di isi ini i meinyangkut Ghayat al-Tasyri i‟ (tujuan hukum 

Iislam) yai itu meinci iptakan keimaslahatan bagi i masyarakat. Keidua, pada Pasal 

6 ayat 2 ada klausul “ti idak meimpunyai i keikuatan hukum.” Dan dapat 

di iteirjeimakan deingan makna tiidak sah. Jadi i peirkawi inan yang tiidak di icatatkan 

di ipandang ti idak sah.40 Peirkawi inan yang ti idak di icatatkan seisuai i peiraturan 

Undang-Undang yang beirlaku adalah peirkawi inan yang ti idak sah seihi ingga 

ti idak meimi iliiki i leigali itas di i mata hukum seihi ingga hak-hak suami i dan i istri i seirta 

anak-anak yang di ilahi irkan ti idak meimi ili iki i jami inan peirli indungan seicara 

hukum. 

Di i si ini i peirlunya peincatatan ni ikah agar seimua orang yang teilah meilakukan 

peirkawi inan ti idak hanya meimi iliiki i keiabsahan seicara syari iat teitapi i juga 

meimi iliiki i leigali itas formal yang di ili indungi i Undang-Undang Neigara ki ita. Sah 

seicara syari iat Iislam dan meindapatkan peirli indungan Neigara meirupakan 

teirmi inologi i waji ib yang seiharusnya di ilakukan oleih seiti iap warganeigara 

                
40 Ibid hlm. 124. 
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seihi ingga ti idak muncul pi ili ihan yang meimi isahkan keidua teirm teirseibut. proseis 

awal dari i meikani ismei peirtumbuhan keipeindudukan. Nai iknya jumlah 

peinduduk atau meinurunnya angka peirkawi inan turut meinjadi i bagi ian dari i 

proseis preidi iksi i kondi isi i masa deipan.41 

Masi ih banyaknya peirkawi inan yang ti idak teircatat yang beiraki ibat ti idak adanya 

bukti i peirkawi inan yang sah. Meireika umumnya teilah meimi iliiki i anak-anak yang 

meimbutuhkan akseis peilayanan si ipi il seibagai i warganeigara dan juga peilayanan 

sosi ial. Meireika ti idak meimi iliiki i iideinti itas keiwarganeigaraan seipeirti i, KTP, Akta 

Keilahi iran, Kartu keiluarga, dan lai in seibagai inya. Meireika juga keihi ilangan 

keiseimpatan meirai ih hak-hak keiwari isan, meingurus passport dan hak 

meindapatkan tunjangan keiluarga.42 

Adanya peiraturan yang meingharuskan agar suatu peirkawi inan di icatat meinurut 

peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. Keigunaannya agar seibuah 

leimbaga peirkawi inan meimpunyai i teimpat yang sangat peinti ing dan strateigi is 

dalam masyarakat Iislam, bi isa diili indungi i dari i adanya upaya – upaya neigati if 

dari i pi ihak yang ti idak beirtanggung jawab. Mi isalnya, seibagai i anti isi ipasi i dari i 

peingi ingkaran akad ni ikah oleih seiorang suami i di ibeilakang hari i, yang meiski ipun 

pada dasarnya dapat di ili indungi i deingan adanya para saksi i teitapi i sudah teintu 

akan leibi ih dapat teirli indungi i deingan adanya peincatatan reismi i di ileimbaga yang 

beirweinang untuk i itu. Namun apabi ila suatu keihi idupan suami i i istri i beirlangsung 

tanpa Akta ni ikah kareina adanya suatu seibab, KHIi meimbuka keiseimpatan 

keipada meireika untuk meingajukan peirmohonan i itsbat ni ikah (peineitapan 

ni ikah) keipada peingadi ilan agama seihi ingga akan meimpunyai i keikuatan hukum 

dalam peirkawi inannya.43 

                
41 Abdul Gani, “ Perkawinan di Bawah Tangan‟‟ Mimbar Hukum No 23( Tahun VI, 

(1995), hlm.49. 
42Anwar Saadi, “Pentingnya Pencatatan Nikah, BP4 Perkawinan dan Keluarga”. (No. 

460/XXXVIII/2011), (2011) hlm. 24. 
43Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Kencana, 

Jakarta) (2004), Cet. 1, hlm. 34. 
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2.2.5 Syarat-Syarat Itsbat Nikah 

Peirkawi inan hanya dapat di ibuktiikan deingan seibuah akta ni ikah yang sudah 

di ibuat di i peigawai i peincatat ni ikah. Dalam hal i ini i peirkawi inannya ti idak dapat 

di ibuktiikan deingan akta ni ikah. 

Dalam ki itab fi iqi ih klasi ik maupun konteimporeir, tiidak teirdapat peinjeilasan 

khusus meingeinai i syarat i itsbat ni ikah. Namun, syarat untuk i itsbat ni ikah dapat 

di ianalogi ikan deingan syarat-syarat peirni ikahan. Hal i ini i kareina i itsbat ni ikah 

(peineitapan ni ikah) pada dasarnya adalah proseis peineitapan untuk peirni ikahan 

yang teilah di ilaksanakan seisuai i deingan keiteintuan syari iat Iislam. Arti inya, 

peirni ikahan teirseibut sudah sah dan meimeinuhi i syarat seirta rukun ni ikah, teitapii 

beilum di icatatkan oleih peijabat yang beirweinang, yai itu Peigawai i Peincatatan 

Ni ikah (PPN). Oleih kareina i itu, untuk meindapatkan peingeisahan ni ikah, 

pasangan harus meingajukan peirmohonan i itsbat ni ikah teirleibi ih dahulu kei 

Peingadi ilan Agama. 

Adapun syaratnya i ialah; 

Dalam KHIi Pasal 7 ayat (3) dapat di i ajukan kei Peingadi ilan Agama teirbatas 

hal-hal yang beirkeinaan deingan: 

1. Adanya Peirkawi inan dalam rangka peinyeileisai ian peirceirai ian 

2. Hi ilangnya akta ni ikah; 

3. Adanya keiraguan teintang sah atau ti idaknya salah satu syarat peirkawi inan; 

4. Adanya peirkawi inan yang teirjadi i seibeilum beirlaku UU No.1 Tahun 1974; 

5. Peirkawi inan yang di ilakukan oleih meireika yang ti idak meimpunyai i halangan 

peirkawi inan meinurut UU No. 1 Tahun 1974. 

Dalam KHIi pasal 7 ayat (4) di ijeilaskan bahwa,  

“Yang beirhak meingajukan peirmohonan Iitsbat ni ikah i ialah suami i atau i isteiri i, 

anak-anak meireika, wali i ni ikah dan pi ihak yang beirkeipeinti ingan deingan 

peirkawi inan i itu.” 
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Beirdasarkan pasal teirseibut di iatas, maka syarat-syarat seiseiorang yang beirhak 

meingajukan peirmohonan Iitsbat ni ikah antara lai in:44  

a) Suami i atau i isteiri i;  

b) Anak-anak meireika;  

c) Wali i ni ikah; dan  

d) Pi ihak-pi ihak yang beirkeipeinti ingan 

Tujuan dari i i itsbat niikah adalah untuk meindapatkan akta ni ikah seibagai i buktii 

auteinti ik sahnya peirkawi inan seisuai i deingan peiraturan peirundang-undangan 

yang beirlaku di i Iindoneisi ia.45 

  

                
44 Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. 
45Enas Nasrudin, Ihwaat Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan), Mimbar Hukum 

No.33 Jul, No. Aktualisasi Hukum Islam (1977), hlm. 88. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Keterangan :  

Beirdasarkan UU. No 16 Tahun 2019 yang meirupakan peirubahan dari i UU No.1 

Tahun 1974 dan KHIi meinjeilaskan teintang syarat sahnya di ilangsungkan 

peirkawi inan dan Peimbatalan peirkawi inan, hal i ini i teilah diilaksanakan oleih 

Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi seibeilumnya, di i Peingadi ilan Agama Ponorogo. 

Majeili is Haki im teilah meineiri ima peingajuan i itsbat ni ikah yang di i ajukan meireika 

kareina di irasa ti idak ada hal yang salah, seirta ti idak adanya peilanggaran bai ik 

beirupa syarat, maupun admi iniistrati if oleih pasangan teirseibut hal teirseibut 

meirupakan suatu ti indakan yang meimutus hubungan suami i i istri i seisudah 

di ilangsungkannya peirkawi inan. Peirmohonan peimbatalan peirkawi inan i inii 

di ilakukan keiti ika teirdapat syarat-syarat peirkawi inan yang ti idak di ipeinuhi i. 

Peraturan Hukum Tentang Itsbat Nikah

Penetapan Penolakan Itbat Nikah Oleh 
Pengadilan Agama No. 

XXX/Pdt.G/2013/PA.Po

Syarat dan prosedur itsbat 
nikah menurut hukum acara 

peradilan agama di Indonesia.

Dasar Pertimbangan Hakim atas 
Ketetapan PA 

No.XXX/Pdt.G/2013/PA.Po
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Batalnya suatu peirkawi inan di imulai i seiteilah adanya keiteitapan peingadi ilan yang 

beirkeikuatan hukum teitap. Salah satu alasan dalam peimbatalan peirkawi inan i inii 

adalah apabi ila saat meilangsungkan peirkawi inan teirdapat beibeirapa syarat yang 

teirnyata beilum di ipeinuhi i suami i untuk meilaksanakan i itsbat ni ikah, seipeirti i ti idak 

adanya i izi in dari i i istri i peirtama (i istri i sah) dan lai in seibagai inya. Ni ikah si iri i adalah 

peirkawi inan yang di irayakan tanpa meilalui i proseidur formal pada kantor 

keipeindudukan atau peijabat yang beirweinang. Ni ilai i hukum peirkawi inan si irii 

dalam meilakukan peirkawi inan keileilawar beirbeida-beida teirgantung hukum 

masi ing-masi ing neigara. Di i beibeirapa yuri isdi iksi i, peirkawi inan yang ti idak 

di icatatkan dapat di iakui i seicara hukum ji ika syarat-syarat teirteintu di ipeinuhi i, 

seipeirti i peirseitujuan beirsama atau peingakuan reismii. Namun dalam banyak 

kasus, peirkawi inan ti idak di icatatkan ti idak meimpunyai i ni ilai i hukum yang sama 

deingan peirkawi inan reismi i. Proseis peirkawi inannya bi iasanya di ilakukan untuk 

meimbukti ikan keiabsahan peirkawi inan teirseibut di i hadapan hukum, namun 

hasi ilnya juga teirgantung pada hukum yang beirlaku di i neigara teirseibut. Ada 

beibeirapa syarat meingajukan i itsbat niikah, Beirdasarkan KHIi Pasal 7 ayat (3) 

adalah dapat di iajukan kei Peingadi ilan Agama teirbatas hal-hal yang beirkeinaan 

deingan : 

1. Adanya peirkawi inan dalam rangka peinyeileisai ii in peirceirai ian; 

2. ⁠Hi ilangnya akta ni ikah; 

3. Adanya keiraguan teintang sah atau ti idaknya salah satu syarat peirkawi inan; 

4. Adanya peirkawi inan yang teirjadi i seibeilum beirlaku UU No.1 Tahun 1974; 

5. Peirkawi inan yang di ilakukan oleih meireika yang ti idak meimpunyai i halangan 

peirkawi inan meinurut UU No.1 Tahun 1974 

Beirdasarkan keijadi ian yang akan peinuli is keimukakan leibi ih lanjut, Akan 

di isampai ikan beibeirapa aspeik seipeirti i fakta-fakta hukum yang teirjadi i, 

Peirti imbangan Haki im dan keiputusan haki im saat peirtama meingabulkan 

peingajuan i itsbat ni ikah dan aki ibat hukum dalam kasus teirseibut. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Peirmasalahan yang akan di ibahas meimeirlukan meitodei peineili iti ian yang teirstruktur 

guna meimbeiri ikan i informasi i yang seisuai i teirhadap aspeik keii ilmuan seihi ingga dapat 

mudah di ipahami i oleih publi ik. Meitodei bi iasanya di isandi ingkan deingan frasa hukum 

yang dapat di ii inteirpreitasi ikan seicara luas seibagai i meitodei i ilmiiah maupun meitodei 

yang di iarti ikan seisuai i makna gramati ikalnya yai itu seibagai i cara.46 Meitodei dalam 

peingeirti ianya adalah cara untuk meilakukan seisuatu deingan si isteimati is. Seidangkan 

peineili iti ian meinurut Nanang Martono meirupakan seibuah proseis meincari i jawaban 

atas suatu masalah deingan meinggunakan meitodei iilmi iah.47 Meitodei adalah proseis, 

pri insi ip-pri insi ip dan tata cara meimeicahkan suatu masalah, seidangkan peineili iti ian 

adalah peimeiri iksaan seicara hati i-hati i, teikun dan tuntas teirhadap suatu geijala untuk 

meinambah peingeitahuan manusi ia, maka meitodei peineili iti ian dapat di iarti ikan seibagai i 

proseis pri insi ip-pri insi ip dan tata cara untuk meimeicahkan masalah dalam meilakukan 

peineili iti ian.48 

Peingeirti ian meitodei peineili itiian meinurut KBBIi meirupakan cara meincari i keibeinaran 

dan asas-asas geijala alam, masyarakat, atau keimanusi iaan beirdasarkan di isi ipli in iilmu 

yang beirsangkutan. Meitodei i ilmi iah meirupakan suatu proseis yang sangat beiraturan 

yang meimeirlukan seijumlah peirumusan hi ipoteisiis, peingeinalan dan 

peingi ideinti ifi ikasi ian masalah, peirumusan hi ipoteisi is, peingumpulan data, anali isi is data, 

dan peirnyataan keisi impulan meingeinai i di iteiri ima atau di itolaknya hi ipoteisi is.49 

Peineili iti ian meirupakan keigi iatan beirmakna untuk meinggali i dan meingkaji i sumbeir 

                
46 Depri liber sonata, “ Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik 

Khas Dari Metode Meneliti Hukum,”Fiat Justisia : jurnal ilmu hukum 8, no. 1 (November 2014), 

hlm 233. 
47 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial : Konsep Konsep Kunci, ( Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016). hlm. 94. 
48Soerjono Sukanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia 9UI-

press) (2012), hlm 6. 
49 I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, “Sampel dan Teknik Sampel dalam 

Penelitian”, (Anugrah Utama Rahaja, Bandar Lampung) (2018), hlm.7. 
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i informasi i agar meindapatkan keibeinaran haki iki i dari i suatu geijala atau peiri isti iwa yang 

teirjadi i.50 

Meitodei peineili iti ian adalah cara yang di ipakai i untuk meincapai i tujuan, deingan 

meinggunakan meitodei maka akan meineimukan jalan yang bai ik untuk meimeicahkan 

suatu masalah. Seiteilah masalah di ikeitahui i maka peirlu di iadakan peindeikatan masalah 

dan langkah seilanjutnya adalah meineintukan meitodei yang akan di iteirapkan, dalam 

hal i ini i meincakup teikni ik meincari i, meingumpulkan dan meineilaah, seirta meingolah 

data teirseibut.  

Meitodei peineili iti ian hukum adalah i ilmu cara meilakukan peineili iti ian hukum seicara 

si isteimati is.51 

3.1 Jenis Penelitian  

Peineili iti ian i ini i meinggunakan jeini is peineili iti ian hukum normati if (normati ivei leigal 

reiseiarch), peineili iti ian i ini i meingkaji i peilaksanaan atau i impleimeintasi i keiteintuan 

hukum posiiti if (peirundang-undangan)52 Peingkaji ian iini i di ikaji i meilalui i hukum 

normati if beirupa Undang-Undang dan juga KHIi. 

3.2  Tipe Penelitian 

Beirdasarkan peirmasalahan pada pokok bahasan yang teilah di iurai ikan di iatas, 

maka ti ipei peineili iti ian i ini i meinggunakan ti ipei peineili iti ian deiskri ipti if. Peineili iti ian 

deiskri ipti if adalah peineili iti ian yang di ilakukan untuk meinyaji ikan gambaran 

leingkap meingeinai i feinomeina hukum atau keinyataan sosi ial, deingan jalan 

meindeiskri ipsi ikan karakteiri isti ik dari i fakta-fakta yang beirkeinaan deingan masalah 

yang di iteili iti i.53  

 

 

                
50 I Gede AB Wiranata, “Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum”, 

(Zam Zam Tower, Bandar Lampung) (2017), hlm. 38. 
51 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti) (2004), hlm.57. 
52 Ibid, hlm. 2. 
53 Ibid, hlm. 53. 
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3.3 Pendekatan Masalah  

Peindeikatan masalah meirupakan proseis peimeicahan atau peinyeileisai ian masalah 

meilalui i tahap-tahap yang teilah di iteintukan, seihi ingga meincapai i tujuan 

peineili iti ian. Dalam peineili iti ian i ini i peindeikatan yang di igunakan dalam 

meimeicahkan masalah adalah deingan meinggunakan meitodei peindeikatan 

peirundang-undangan (statutei approach) dan peindeikatan kasus (casei 

approach).  

Statutei approach adalah peineili iti ian yang di ilakukan deingan cara meingkajii 

peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku atau diiteirapkan teirhadap suatu 

peirmasalahan hukum teirteintu. Peineili iti ian normati if seiri ingkali i di iseibut deingan 

peineili iti ian doktri inal, yai itu peineili iti ian yang objeik kaji iannya adalah dokumein 

peiraturan peirundang-undangan dan bahan pustaka. 

Casei approach dalam peineili iti ian normati if beirtujuan untuk meimpeilajarii 

i impleimeintasi i atau peineirapan norma-norma atau kai idah hukum yang di ilakukan 

dalam prakti ik hukum. Kasus-kasus yang ada di i li ingkungan akan di ipeilajari i 

untuk meimpeiroleih gambaran teirhadap dampak peinormaan dalam prakti ik 

hukum. Seiteilah meindapatkan hasi il anali isi is nanti inya di igunakan untuk 

peinjeilasan hukum.  

Peineili iti ian i ini i akan meili ihat bagai imana hukum di ili ihat seibagai i norma atau das 

sollein kareina dalam meilakukan peimbahasan masalah dalam peineili iti ian i inii 

meinggunakan bahan-bahan hukum (bai ik hukum yang teirtuli is maupun hukum 

yang ti idak teirtuli is atau bai ik bahan hukum pri imeir, seikundeir maupun teirsi ieir) 

dan meili ihat hukum seibagai i keinyataan sosi ial, kultural atau das seii in kareina 

dalam peineili iti ian i ini i data yang di igunakan data pri imeir yang di ipeiroleih langsung 

dari i lokasi i peineili iti ian. 

3.4 Jenis dan Sumber Data  

Sumbeir data adalah seisuatu yang sangat peinti ing di i dalam peineili iti ian. Sumbeir 

data dalam peineili iti ian beirarti i subjeik dari i mana suatu data di ipeiroleih.54 

Peineili iti ian normati if i ini i meinggunakan data pri imeir dan seikundeir, yai itu:  

                
   54 Ibid, hlm. 60. 
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1. Data Seikundeir, di ipeiroleih deingan meilakukan peineili iti ian keipustakaan 

teirhadap bahan peineili iti ian, yang di igunakan yang meiliiputi i bahan hukum 

pri imeir, bahan hukum seikundeir dan bahan hukum teirsi ieir yai itu :  

1) Bahan Hukum Pri imeir, Bahan hukum pri imeir adalah seimua aturan hukum 

yang di ibeintuk dan/atau di ibuat seicara reismi i oleih suatu leimbaga neigara, 

dan/atau leimbaga/badan peimeiri intahan yang untuk peineigakannya 

di iupayakan beirdasarkan daya paksa yang di ilakukan seicara reismi i oleih 

aparat neigara. Bahan hukum pri imeir yang di igunakan dalam skri ipsi i iini i 

adalah UU No.1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 1954., KHIi, Peidoman Peilaksanaan tugas 

& Admi iniistrasi i PA, Buku 2. 

2) Bahan Hukum Seikundeir, Bahan hukum seikundeir adalah seiluruh 

i informasi i teintang hukum yang beirlaku atau yang peirnah beirlaku atau 

seimua i informasi i yang reileivan deingan peirmasalahan hukum. Jadi i bahan 

hukum seikundeir adalah hasi il keigiiatan teioreiti is akadeimi is yang 

meingi imbangi i keigi iatan-keigi iatan prakti ik leigi islati if teirmasuk juga prakti ik 

yudi isi ial.55 Bahan hukum seikundeir di ilampi irkan deingan tujuan seibagaii 

bahan dukung guna meimbantu dan meimahami i, meinganali isi is dan 

meinjeilaskan bahan hukum pri imeir. Bahan hukum seikundeir yang 

di igunakan dalam peineili iti ian i ini i beirsumbeir dari i bahan-bahan 

keipustakaan, buku-buku li iteiratur hukum, jurnal dan makalah yang ada 

kai itannya deingan peineili iti ian i ini i.  

3) Bahan Hukum Teirsi ieir, adalah bahan hukum yang di igunakan untuk 

meinjeilaskan leibi ih ri inci i teirhadap bahan hukum seikundeir seipeirti i Kamus 

Beisar Bahasa Iindoneisi ia, arti ikeil-arti ikeil i ilmi iah, dan bahan bahan lai innya 

yang beirkai itan deingan masalah yang akan di ibahas pada peineili iti ian i ini i.56  

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Peingumpulan data meirupakan salah satu proseis dalam peineili iti ian i ini i deingan 

tujuan untuk meimeiroleih gambaran maupun i informasi i dari i hal-hal yang akan 

                
      55 Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya)”, (ELSAM dan HUMA, Jakarta) (2002), hlm. 155. 

    56 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm. 112. 
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di iteili itii. Adapun meitodei peingumpulan data yang akan di ilakukan adalah seibagaii 

beiri ikut:  

Studii Keipustakaan  

Studii keipustakaan i ini i di ilakukan untuk meimeiroleih data seikundeir dan beirbagaii 

i infomasi i yang reileivan seisuai i deingan objeik peineili iti ian. Studii keipustakaan yang 

di ipeiroleih meilalui i peineili itiian keipustakaan yang beirsumbeir dari i peiraturan 

peirundang-undangan, buku-buku, dokumein reismii, publi ikasi i dan hasi il 

peineili iti ian.   

3.6 Teknik Pengolahan Data  

Pada jeini is peineili iti ian kuali itati if i inii, peingolahan data ti idak harus di ilakukan 

seiteilah data teirkumpul atau peingolahan data seileisai i. Dalam hal i ini i, data 

seimeintara yang teirkumpulkan, data yang sudah ada dapat di iolah dan di ilakukan 

anali isi is data seicara beirsamaan. Saat anali isi is data, dapat keimbali i lagi i ke i 

lapangan untuk meincari i tambahan data yang di ianggap peirlu dan meingolahnya 

keimbali i. Peingolahan data dalam peineili iti ian kuali itati if di ilakukan deingan cara 

meingklasi ifi ikasi ikan atau meingkateigori ikan data beirdasarkan beibeirapa teima 

seisuai i fokus peineili itannya.  

Tahap-tahap peingolahan data dalam peineili iti ian i ini i adalah seibagai i beiri ikut: 

a. Peimeiri iksaan data, yai itu data yang di ipeiroleih di ipeiri iksa apakah masi ih 

teirdapat keikurangan dan apakah sudah seisuai i deingan peirmasalahan dalam 

peineili iti ian. 

b. Reikonstruksi i data, yai itu meinyusun ulang data seicara teiratur, beiraturan, 

logi is, seihi ingga mudah di ipahami i.  

c. Siisteimati isasi i data, yai itu meilakukan peinyusunan dan peineimpatan data pada 

ti iap pokok bahasan seicara si isteimati is seihi ingga meimudahkan peimbahasan. 

3.7 Analisis Data  

Anali isi is data meirupakan meirupakan suatu proseis meingorgani isasi ikan dan 

meinggunakan data dalam polo, kateigori i, dan satuan urai ian dasar seihi ingga 

dapat di iteimukan teima dan dapat di irumuskan suatu hi ipoteisa keirja seipeirti i yang 
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di isarankan oleih data.57  Anali isi is data yang di igunakan dalam peineili iti ian iinii 

adalah meitodei deiskri ipti if anali iti ik. Meitodei deiskri ipti if anali iti ik yai itu 

meindeiskri ipsi ikan data yang di ikumpulkan beirupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka. Data yang beirasal dari i naskah, wawancara, catatan lapangan, dokuman, 

dan seibagai inya, keimudi ian di ideiskri ipsi ikan seihi ingga dapat meimbeiri ikan 

keijeilasan teirhadap keinyataan atau reiali itas.58  

Hasi il dari i data yang di ipeiroleih nanti inya akan di iurai ikan dalam beintuk kali imat 

yang teiratur, logi is, dan ti idak tumpang tiindi ih, dan eifeikti if seihi ingga 

meimudahkan i inteirpreitasi i data dan peimahaman hasi il anali isi is, keimudi ian di itari ik 

keisi impulan seihi ingga di ipeiroleih gambaran yang jeilas meingeinai i jawaban dari i 

peirmasalahan yang teirjadi i. 

 

 

                
   57 Edi Ikhsan dan Mahmul Siregar, “Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum 

Sebagai Bahan Ajar”, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) (2009), hlm. 28. 

  58 Sudarto,“Metodologi Penelitian Filsafat, (Raja Grafindo Persada, Jakarta) (1997), hlm. 

66. 



 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Syarat dan Proseidur i itbat ni ikah meinurut peiraturan hukum di i Iindoneisi ia 

teirdapat di idalam Buku IiIi Peidoman peilaksanaan tugas dan admi ini istrasi i 

PA, yai itu adanya peirkawi inan dalam rangka peinyeileisai ian peirceirai ian, 

hi ilangnya akta ni ikah, adanya keiraguan teintang sah atau ti idaknya salah satu 

syarat peirkawi inan, adanya peirkawi inan yang teirjadi i seibeilum beirlakunya 

UU Peirkawi inan, dan peirkawi inan yang di ilakukan oleih meireika yang ti idak 

meimpunyai i halangan meinurut UU Peirkawi inan. Proseidur meingajukan 

peirmohonan i itsbat ni ikah seisuai i deingan Pasal 7 (2) KHIi yai itu, datang dan 

meindaftar kei kantor peingadi ilan seiteimpat, bayar panjar bi iaya peirkara, 

tunggu panggi ilan si idang dari i peingadi ilan, hadi iri i peirsi idangan, dan 

meinunggu putusan/peineitapan peingadi ilan. 

2. Dasar Peirti imbangan Haki im atas atas Keiteitapan  

No.XXX/Pdt.G/2013.PA.Po. yaiitu, peimohon Teilah Keili iru deingan konseip 

peimbatalan peirkawi inan deingan peimbatalan akta ni ikah, peimohon dan 

Teirmohon meirupakan masi ih suami i i istri i yang sah dan kurangnya saksi i dan 

bukti i kuat yang di icantumkan peimohon. 
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5.2 Saran 

Beirdasarkan hasi il dari i peineili iti ian maka peinuli is meinyampai ikan saran yang 

mungki in dapat di ilakukan oleih masyarakat teirkai it deingan i itsbat ni ikah seibagaii 

beiri ikut : 

1. Peirlu adanya peini ingkatan keisadaran masyarakat meingeinai i peinti ingnya 

peincatatan ni ikah seicara reismi i. Peimeiri intah, meilalui i KUA dan leimbaga 

teirkai it, harus meilakukan sosi iali isasi i seicara i inteinsi if agar masyarakat 

meimahami i proseidur dan peinti ingnya peincatatan peirni ikahan. 

2. Pasangan yang heindak meingajukan i itsbat ni ikah harus meimasti ikan bahwa 

seimua dokumein peindukung seipeirti i surat niikah, foto peirni ikahan, dan saksi i 

sudah di ipeirsi iapkan deingan bai ik. Konsultasi i deingan pi ihak KUA seibeilum 

meingajukan peirmohonan juga sangat di isarankan untuk meimasti ikan 

keileingkapan peirsyaratan. 

3. Peingadi ilan Agama peirlu meimpeirkuat proseidur peimeiri iksaan saksi i dan 

bukti i, seirta pi ihak yang i ingi in meingajukan peirmohonan i itsbat ni ikah dalam 

peirmohonan i itsbat ni ikah. Peingadi ilan harus teigas dalam meinolak 

peirmohonan yang ti idak meimeinuhi i peirsyaratan untuk meinjaga i inteigri itas 

proseis hukum. 

4. Masyarakat, teirutama yang kurang meimahami i hukum, harus di idampi ingi i 

oleih peinasi ihat hukum saat meingajukan i itsbat ni ikah. Peindampi ingan i ini i 

beirtujuan untuk meimbantu meireika dalam meinyi iapkan dokumein dan saksi i 

yang di ipeirlukan seirta meimahami i proseidur hukum yang harus di ii ikuti i.
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